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MOTTO 
  

كَُُوإ۟  لنَّاسِ ٱنَ تََْ
 
ذَإ حَكََتُُْ بيََْْ ٱ

ِ
ٰٓ ٱهَْلِهَا وَإ لَٰ

ِ
لْْمََـٰنـَٰتِ إ

 
ٱ َ يأَمُْرُكُُْ ٱنَ تُؤَدُّوإ۟  للََّّ

 
نَّ ٱ
ِ
ا  إ َ نعِِمَّ للََّّ

 
نَّ ٱ
ِ
لعَْدْلِ ۚ إ

 
بأِ

إ ا بصَِيرًۭ يعًۢ َ كََنَ سََِ للََّّ
 
نَّ ٱ
ِ
إ  يعَِظُكُُ بِهِۦٰٓ ۗ 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadaMu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha 

melihat”. (Qs. An-Nisa:58).٭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 ,Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat An-Nisa ayat 58 ٭

(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2005), 87. 
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ABSTRAK 

Gilang Gesang Pamungkas: Analisis Putusan Mengenai Batas Usia Calon 
Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Komparatif Antara 

Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi). 

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Calon 

Gubernur, Pilkada 2024, Hukum Progresif. 

 Peneliti ini menelaah adanya perbedaan penafsiran hukum antara 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon gubernur pada 
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 

23P/HUM/2024 menafsirkan bahwa usia minimum calon gubernur dihitung pada 
saat pelantikan pasangan calon terpilih. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa penentuan batas usia 

merupakan open legal policy yang berada dalam kewenangan pembentuk Undang-
Undang dan tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan regulasi.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana fungsi 
ketentuan ambang batas usia pencalonan gubernur pada pemilihan kepala daerah 
tahun 2024? 2) Bagaimana perbandingan antara putusan Mahkamah Agung Nomor 

23 Nomor 23 P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 
mengenai batas usia calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 

perspektif teori hukum progresif? 3) Bagaimana analisis mengenai batas usia calon 
gubernur pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 perspektif fiqh 
siyasah dusturiyah? Dengan tujuan penelitian 1) Untuk menganalisis fungsi 

ketentuan ambang batas usia pencalonan gubernur pada pemilihan kepala daerah, 
2) Untuk menganalisis perbandingan antara putusan Mahkamah Agung Nomor 

23P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai 
batas usia calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 perspektif 
teori hukum progresif, 3) Untuk menganalisis mengenai batas usia calon gubernur 

pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 perspektif fiqh siyasah 
dusturiyah. 

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan 
memadukan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 
konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). 

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, 
dan tersier yang relevan. 

 Hasil pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa 1) Pertama, mengatur 
fungsi dan rasio legis batas usia pencalonan dalam kerangka kepastian hukum, 
keadilan, dan perlindungan hak politik warga negara. 2) Kedua, Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menghadirkan perubahan mendasar dalam usia 
calon dihitung dan ditafsirkan dalam proses pencalonan. sementara itu, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperluas pemahaman atas 
syarat usia dengan pendekatan yang progresif. 3) Ketiga, ketentuan batas usia 
dipahami sebagai bentukmijtihad konstitusional yang berorientasi pada 

kemaslahatan umum dan keadilan substantif dalam pelaksanaan demokrasi daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk 

membentuk kehidupan kebangsaan yang tertata, menjamin kesejahteraan, dan 

menegakkan keadilan. Sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan 

republik, mekanisme penyelenggaraan negara dijalankan melalui prinsip-

prinsip demokrasi. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memimpin pemerintahan 

daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus dilakukan melalui 

prosedur yang mencerminkan praktik demokratis.1  

Untuk menjamin bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 

berlangsung secara demokratis sebagaimana diperintahkan Pasal 18 ayat (4) 

UUD NRI Tahun 1945, penghormatan terhadap kedaulatan rakyat menjadi 

prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan 

kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung oleh masyarakat harus diperkuat, 

dengan melakukan pembenahan mendasar terhadap berbagai persoalan yang 

selama muncul dalam praktik pemilihan langsung.2 Demokrasi merupakan 

suatu sistem pemerintahan di mana setiap warga negara memiliki kedudukan 

 
1 Anita Lubis, Muhammad Arif Naution, dan Heri Kusmanto, “Peran Kepala Desa dalam 

Pemilihan Kepala Daerah”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Poltik UMA, Vol. 7 (2), 2019, 

196-206. 
2 Anita Lubis, Muhammad Arif Naution, dan Heri Kusmanto, “Peran Kepala Desa dalam 

Pemilihan Kepala Daerah”, 206. 
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yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Kedaulatan tertinggi pada 

hakikatnya berada di tangan rakyat.3 Kedaulatan Rakyat adalah kekuasaan 

tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut kehendak rakyat untuk 

kepentingan bersama. Kedaulatan menjadi dasar dalam sistem pemerintahan 

yang demokratis, di mana rakyat memegang peranan utama dalam menentukan 

jalannya pemerintahan melalui perwakilan atau secara langsung.4  

Untuk memastikan penyelenggaraan negara hukum sesuai amanat UUD 

1945, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan yang bersifat demokratis.5 

Dalam sistem ini, rakyat dipandang sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam 

kehidupan bernegara. Setiap bentuk kekuasaan idealnya dijalankan dengan 

melibatkan peran serta masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi, karena 

keduanya saling dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi 

yang dijalankan dalam kerangka negara hukum mengharuskan adanya 

partisipasi aktif rakyat dalam proses politik, serta penyelenggaraan kekuasaan 

yang bertanggung jawab dan dapat diawasi. Konsep ini dikenal sebagai 

demokrasi konstitusional, yakni demokrasi yang berjalan berdasarkan norma-

norma hukum yang tertulis dalam konstitusi negara.6 

 
3 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 4-

5. 
4 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2008), 54. 
5 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia , Ed. II (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), 58. 
6 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 

2005), 37. 
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Sesuai dengan asas kedaulatan rakyat yang menjadi landasan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

penyelenggaraan pemilu memegang peran yang sangat strategis bagi kehidupan 

bernegara. Perubahan terhadap UUD 1945, ketentuan mengenai pemilihan 

umum diatur secara khusus dalam Pasal 22E. Untuk memastikan berjalannya 

prinsip kedaulatan rakyat serta tegaknnya demokrasi yang bersumber dari oleh 

rakyat dan untuk rakyat, ketentuan mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan 

bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintahan daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui mekanisme yang demokratis”.7 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau yang disebut 

pilkada merupakan mekanisme demokrasi di tingkat lokal yang memberi ruang 

bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan daerah. Posisi kepala 

daerah memiliki kedudukan strategis karena berfungsi mengelola, 

mengendalikan, dan memastikan berjalannya pemerintahan daerah. Kepala 

daerah diberi otoritas untuk menetapkan kebijakan serta keputusan yang 

berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan warga. Melalui proses 

pemungutan suara, rakyat memilih pemimpinnya, dan setiap kepala daerah 

berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan kebijakan yang 

dijalankannya kepada masyarakat yang memberikan mandat.8  

 
7 Wara Sarjono, “Esensi Demokrasi Melalui Pengaturan Calon Tunggal Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah di Indonesia ” (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023), 5-6.  
8 Joko J Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung , (Yogyakarta: Penerbit Pustaka 

Pelajar, 2005), 115. 
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Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan pemilihan secara 

langsung dari demokrasi konstitusional yang menjamin partisipasi rakyat dalam 

menentukan pemimpin daerahnya. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai 

syarat pencalonan, termasuk batas usia calon gubernur, menjadi krusial yang 

tidak hanya berdampak pada kompetisi elektoral, juga menyangkut prinsip 

keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.9 

Persoalan mengenai batas usia memiliki implikasi langsung terhadap kualitas 

demokrasi. Pembatasan yang tidak proposional dapat mereduksi makna 

demokrasi substansif, karena menghalangi partisipasi politik generasi muda 

yang memiliki kapasitas kepemimpinan.10 Batas usia harus dirumuskan dengan 

standar objektif yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak sekadar 

merefleksikan untuk kepentingan politik sesaat. 

Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 

tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaran pemilihan Gubernur, 

Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan 

kedaulatan rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses pemilihan 

tersebut diselenggarakan untuk menentukan kepala daerah dan wakilnya baik 

gubernur, bupati, dan walikota melalui mekanisme pemilihan langsung yang 

berorientasi pada prinsip demokrasi.11 

 
9 Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2007), 15.  
10 Yudhistira Pradnyan Paramitha, “Batas Usia Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Hak 

Asasi Manusia” (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2019), 85. 
11 Agus Prasmusinto, “Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati Hasil 

Pemilu”, Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No. 2 (Juni 2004), 240. 
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Definisi pemilihan dalam Pasal 1 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 

menegaskan bahwa pilkada merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di 

daerah yang dilakukan secara langsung dan demokratis. Konsep ini sejalan 

dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. Pilkada dengan 

mekanisme pemilihan langsung dimaksudkan untuk memperkuat prinsip 

popular sovereignty (kedaulatan rakyat) dan menjamin legitimasi politik kepala 

daerah yang terpilih.12 Pelaksanaan pilkada langsung merupakan bagian dari 

desentralisasi politik yang bertujuan memberikan ruang partisipasi lebih luas 

bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya.  

Penetapan batas usai bagi calon kepala daerah dimaksudkan untuk 

menjamin bahwa setiap kandidat telah memiliki dalam mengelola pemerintahan 

daerah. Ketentuan usia yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 

khususnya penggunaan frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” 

menimbulkan persoalan konstitusional.13  

Terdapat perbedaan penafsiran terkait penentuan usia minimum bagi 

calon kepala daerah antara Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Agung. 

Menurut KPU, ketentuan usia paling rendah 30 tahun bagi calon gubernur 

maupun wakil gubernur harus sudah dipenuhi tepat pada saat pasangan calon 

ditetapkan. Ketentuan ini diatur dalam Paasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU 

Nomor 9 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa calon gubernur dan wakil 

 
12 Bagir Manan, Demokrasi, Otonomi Daerah, dan Pemilihan Kepala Daerah, (Yogyakarta: 

FH UII Press, 2005), 56. 
13 Ainun Falah, “Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif 

Konstitusional”, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol. 8, No. 2 (2021), 18. 
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gubernur wajib berusia setidaknya 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil 

bupati, walikota, dan wakil walikota harus berusia minimal 25 tahun, dengan 

perhitungan usia dilakukan berdasarkan tanggal penetapan pasangan calon.14  

Mahkamah Agung melalui putusannya terkait Pasal 4 PKPU Nomor 9 

Tahun 2020, menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa batas usia minimal 30 tahun 

bagi calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun bagi calon bupati, wakil 

bupati, walikota, dan wakil walikota harus dihitung berdasarkan usia pada saat 

pelantikan. Seorang calon dinilai memenuhi persyaratan umur apabila mencapai 

usia tersebut ketika dilantik sebagai pejabat terpilih, bukan ketika pasangan 

calon ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.15   

Mahkamah Agung memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 7 ayat 

(2) huruf e Undang-Undang Pilkada. Aturan tersebut tidak secara eksplisit  

menentukan bahwa syarat usia minimum harus dipenuhi pada tahap tertentu 

dalam proses pencalonan. Melalui putusannya, Mahkamah Agung menegaskan 

bahwa usia 30 tahun bagi calon kepala daerah harus dihitung berdasarkan umur 

calon ketika dilantik sebagai pejabat publik, bukan ketika ditetapkan sebagai 

pasangan calon. Penegasan ini menghasilkan interpretasi baru atas ketentuan 

diatur dalam PKPU, sehingga turut memengaruhi tata cara pencalonan serta 

proses penetapan kandidat dalam pilkada. 

 
14 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4 ayat (1) huruf  d (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 980). 
15 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23P/HUM/2024. 
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Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, 

menyatakan bahwa pengaturan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan batas usia 

minimal 40 tahun bagi calon tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan UUD 

NRI Tahun 1945. Norma tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan 

hukum mengikat kecuali ditafsirkan sebagai “berusia sekurang-kurangnya 40 

tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui proses 

pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”.16 

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah manifestasi konkret dari 

pendekatan hukum yang memihak pada esensi keadilan substantif, bukan 

sekadar keadilan formal. Dalam konteks ini, Mahkamah tidak memaknai syarat 

usia sebagai batas statis, tetapi untuk memberikan ruang bagi pengalaman 

dalam kepemimpinan daerah sebagai bukti kapasitas dan legitimasi politik. Ini 

merupakan bentuk rule by reason, bukan semata rule by law, di mana hukum 

diinterpretasi secara teologis demi tujuan sosial yang lebih besar. 

Pembentukan norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi harus 

memperhatikan dinamika sosial-politik dan prinsip keadilan partisipatoris. 

Mahkamah tidak boleh menjadi penjaga teks konstitusi, melainkan harus 

mampu menjadi penafsir nilai yang hidup dalam masyarakat.17 Oleh karena itu, 

 
16 Salsabila Tri Wanda Rizky, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah”  

(Skripsi, Uin Khas Jember), 5.  
17 Yuliandri, “Mahkamah Kontitusi Sebagai Pembentuk Norma Hukum: Telaah Terhadap 

Peran dan Implikasinya”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1 (2020), 47-66. 
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dalam pembentukan norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat 

pada original intent semata, melainkan perlu menafsirkan nilai konstitusional. 

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya berwenang melakukan 

pembentukan norma ketika menafsirkan atau mengkonstruksi ulang makna 

suatu pasal dalam Undang-udang yang diuji, apabila norma tersebut 

menimbulkan ketidakpastian hukum atau bertentangan dengan prinsip keadilan 

substantif. Rasionalitas dari pembentukan norma didasarkan pada pandangan 

bahwa hukum harus hidup seiring dengan perkembangan masyarakat.18 

Mahkamah perlu menafsirkan konstitusi dengan memperhatikan fakta sosial 

dan aspirasi publik agar putusannya memiliki legitimasi yang tidak hanya 

yuridis, tetapi moral dan sosiologis. 

Pembentukan norma oleh Mahkamah Konstitusi idealnya bersifat 

progresif, kontekstual, dan prinsip partisipatif. Mahkamah tidak boleh terjebak 

dalam peran sebagai penjaga teks semata, melainkan harus berfungsi sebagai 

penafsir nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui 

pembentukan norma yang berpijak pada dinamika sosial-politik dan nilai 

keadilan substantif, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjaga 

keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Mahkamah 

Konstitusi perlu mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat ketika 

menafsirkan konstitusi agar setiap putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi 

sosial dan moral, tidak semata legitimasi hukum formal.19  

 
18 Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip Negara Hukum dan 

Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No.3 (2015), 472. 
19 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 214. 



9 

 

 

 

Dalam fiqh siyasah dusturiyah, kebijakan hukum mengenai batas usia 

calon kepala daerah dapat dikategorikan sebagai bentuk ijtihad dusturi, yaitu 

penalaran konstitusional yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik. 

Konsep ini menekankan bahwa kebijakan negara yang menyangkut hak politik 

warga harus berlandaskan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. 

Menurut Nur Rohim Yunus, fiqh siyasah dusturiyah adalah paradigma 

integratif yang menghubungkan nilai-nilai islam dengan sistem ketatanegaraan 

Indonesia, di mana kedaulatan rakyat dan keadilan sosial menjadi dasar 

legitimasi kekuasaan politik dan hukum.20 Pandangan ini menunjukkan bahwa 

syarat administratif seperti batas usia calon kepala daerah tidak semestinya 

dipahami sekadar sebagai pembatasan formal, tetapi sebagai instrumen 

kebijakan yang memastikan kesiapan moral dan intelektual calon pemimpin 

dalam menjalankan amanah publik.  

Perbedaan kedua putusan tersebut mencerminkan perbedaan fungsi 

konstitusional antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah 

Konstitusi menjalankan peran sebagai penafsir konstitusi yang dinamis dan 

inklusif dalam kerangka demokrasi substantif, sementara Mahkamah Agung 

menjalankan peran menjaga legalitas dan hierarki norma dalam hukum 

administratif. Uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dan kajian 

dengan “Analisis Putusan Mengenai Batas Usia Calon Gubernur Dalam 

 
20 Nur Rohim Yunus, Fiqh Siyasah Dusturiyah: Dialektika Islam dan Ketatanegaraan 

Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 145. 
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Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Komparatif Antara Putusan 

Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana fungsi ketentuan ambang batas usia pencalonan Gubernur pada 

pemilihan kepala daerah tahun 2024? 

2. Bagaimana perbandingan antara putusan Mahkamah Agung Nomor 23 

P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 

mengenai batas usia calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah tahun 

2024 perspektif teori hukum progresif? 

3. Bagaimana analisis mengenai batas usia calon gubernur pasca putusan 

Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 perspektif fiqh siyasah 

dusturiyah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis fungsi ketentuan ambang batas pencalonan Gubernur 

pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. 

2. Untuk menganalisis perbandingan antara putusan Mahkamah Agung 

Nomor 23 P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023 mengenai batas usia calon gubernur dalam pemilihan kepala 

daerah tahun 2024 perspektif teori hukum progresif. 

3. Untuk menganalisis mengenai batas usia calon gubernur pasca putusan 

Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2024 perspektif fiqh siyasah 

dusturiyah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Kehadiran Putusan Mahkamah menegaskan fungsi lembaga 

peradilan dalam menerapkan dan menafsirkan norma hukum pada tatanan 

yang lebih rinci. Melalui penelitian ini, argumentasi hukum yang dipakai 

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 serta Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, khususnya dalam 

menunjukkan hubungan hierarkis dalam penerapan norma hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan kontribusi bagi para pembentuk kebijakan dalam 

proses perumusan dan penyempurnaan regulasi mengenai pemilihan kepala 

daerah. 

3. Manfaat Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember 

Sebagai bagian dari penyusunan tugas akhir guna memperoleh 

gelara sarjana hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

temuan yang bernilai serta memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan kajian dalam Program Studi Hukum Tata Negara. 

4. Manfaat Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan 

pemahaman mengenai bagaimana hukum dijalankan dalam praktik di 

Indonesia. 



12 

 

 

 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah adalah penjelasan dari istilah-istilah yang penting untuk 

ditemukan dalam sebuah penelitian, untuk mempermudah dalam memahami 

sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini ditegaskan beberapa terkait 

definisi istilah sebagai berikut: 

1. Analisis Putusan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Istilah analisis 

merujuk pada kegiatan menelaah atau menyelidiki suatu peristiwa, baik 

berupa teks, tindakan, maupun kejadian, untuk menemukan keadaan yang 

sebenarnya, termasuk sebab, latar belakang, atau pokok persoalannya.21 

Secara umum, analisis dapat dipahami sebagai upaya sistematis 

menggunakan metode tertentu untuk mengamati suatu objek secara 

mendalam dan terperinci. Putusan dipahami sebagai hasil akhir dari proses 

pemeriksaan perkara di persidangan, yang memuat pertimbangan hukum 

serta konklusi hakim mengenai pokok perkara yang diperiksa.22 

2. Batas Calon Gubernur 

Calon Gubernur merupakan peserta pemilihan yang diajukan oleh 

partai politik peserta pemilu, gabungan partai politik, atau oleh 

perseorangan, dan didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum tingkat 

provinsi.23 

 
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses pada tanggal 11 Mei 2025,  

https://kbbi.web.id/analisis.  
22 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses pada tanggal 11 Mei 2025, 

https://kbbi.web.id/putus.  
23 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

https://kbbi.web.id/analisis
https://kbbi.web.id/putus
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Proses pendaftaran Calon Gubernur di Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi adalah sebagai langkah formal yang harus dilalui untuk pasangan 

calon dalam mengikuti pemilihan. KPU Provinsi bertugas untuk 

memverifikasi kelengkapan administratif dan kelayakan calon, baik dari 

segi dokumen maupun persyaratan seperti dukungan minimal pendukung 

atau hasil survei yang sesuai. Tahapan ini untuk menjamin bahwa setiap 

calon yang dalam proses pemilihan kepala daerah memenuhi standar dan 

aturan yang berlaku secara transparan. 

Partai politik, gabungan partai, atau perseorangan yang 

mencalonkan wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh KPU untuk 

memastikan proses demokrasi berjalan adil dan tertib. Calon Gubernur yang 

telah terdaftar akan berkompetisi dalam pilkada untuk memperoleh suara 

mayoritas dari masyarakat provinsi, sehingga yang terpilih dapat 

menjalankan fungsi pemerintahan daerah secara sah dan mewakili aspirasi 

masyarakat.  

Gubernur menempati posisi strategis sebagai pimpinan daerah 

sekaligus perwakilan pemerintah pusat di tingkat daerah, sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Dalam jabatannya, gubernur memiliki wewenang mengelola urusan 

konkuren, yaitu kewenangan pemerintahan yang dijalankan secara bersama 

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang terbagi menjadi 

 
Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1 ayat (18), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 345). 
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urusan wajib dan urusan pilihan. Kewenangan tersebut mencerminkan 

prinsip desentralisasi, yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk 

mengatur dan menyelenggarakan urusannya secara mandiri sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

3. Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya 

disebut pemilihan merupakan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat di 

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berlandaskan Pancasila serta 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

diselenggarakan untuk memilih kepala daerah beserta wakilny.24  

4. Mahkamah Agung  

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tingkat kasasi 

yang memiliki tugas membina konsistensi penerapan hukum melalui 

putusan kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan hukum dan peraturan 

perundang-undangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dapat 

berlangsung secara adil, tepat, dan benar.25 Lembaga ini berperan dalam 

memastikan keseragaman interpretasi hukum, menjamin kepastian hukum, 

serta menegakkan keadilan. Mahkamah Agung menjadi salah satu institusi 

pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945. 

 
24 Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah, Pasal 1 ayat (1). 
25 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tugas, Pokok, dan Fungsi Mahkamah Agung, 

Diakses pada tanggal 12 Mei 2025, https://mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi.   

https://mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi
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5. Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara dalam ranah 

kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan bertugas 

menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan. 

Lembaga ini memiliki kewenangan antara lain menguji Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan 

antar lembaga negara, memeriksa dan menetapkan pembubaran partai 

politik, serta menangani perselisihan hasil pemilihan umum. 

Sebagai pengadilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi 

memegang peranan penting dalam memastikan tegaknya hukum dan 

keadilan pada tingkat konstitusi. Lembaga ini berupaya mempertahankan 

independensi, transparansi dalam proses yudisial, serta kualitas putusan 

hukum agar dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam penegakan 

hukum dan keadilan konstitusional. 

Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan 

kehakiman memiliki peran strategis dalam menegakkan konstitusi dan 

prinsip negara hukum sesuai tugas dan kewenangan yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C 

ayat (6) UUD 1945 mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian 
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hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lain yang mengatur 

penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi.26 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sistematika 

pembahasan di buat agar mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan 

penelitian sesuai kaidah penelitian yang benar. Penelitian ini disusun 

berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BAB I pendahuluan, dalam bab ini menguraikan mengenai; masalah-

masalah yang berkaitan dengan judul skripsi Analisis Putusan Mengenai Batas 

Usia Calon Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi 

Komparatif Antara Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). 

Pada bab pertama merupakan dasar keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi 

istilah. Fungsinya untuk memberikan pandangan secara umum mengenai 

pembahasan skripsi. 

BAB II dalam bab ini memuat tentang kajian kepustakaan yang terdiri 

dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagaimana analisa dalam 

membahas objek penelitian yang sedang peneliti lakukan. Terdapat pula kajian 

teori yang berisikan teori sebagai landasan penelitian. Membahas mengenai: 

penelitian terdahulu tentang Analisis Putusan Mengenai Batas Usia Calon 

 
26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2951) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3879). 
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Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Komparatif 

Antara Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) dan kajian teori.  

BAB III berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai 

hasil penelitian secara maksimal, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan 

hukum. Sehingga dapat diketahui metode yang di pakai dengan jenis penelitian 

yang dilakukan peneliti. 

BAB IV berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil 

penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang 

dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini. 

Dalam bab ini membahas mengenai: Analisis Putusan Mengenai Batas Usia 

Calon Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi 

Komparatif Antara Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). 

BAB V bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang 

simpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti 

dan penutup. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan 

dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya 

di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan 

penelitian serta menunjukan orisinalitas dari penelitian. Oleh karenanya dalam 

kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai 

berikut: 

1. Disertasi yang ditulis oleh Darwin Botutihe tahun 2024 dalam disertasi 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Politik Hukum 

Pemenuhan Hak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi 

Di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana)” dalam penelitian yang 

dikaji mengenai konsep politik hukum mantan terpidana dalam pemenuhan 

hak dipilih dalam pilkada di Indonesia, isu hukum dari penelitian ini adalah 

terbukanya kesempatan terpidana percobaan ikut pilkada oleh Komisi 

Pemilihan Umum, telah memperluas pemaknaan terpidana pada Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf g, di mana dijelaskan 

bahwa putusan pengadilan merupakan hukum yang bersifat tetap, dimana 

apabila seseorang yang telah ditetapkan sebagai seorang terpidana, tidak 

ada satupun yang dapat menghapus statusnya sebagai terpidana.  

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

rumusan masalah yang dapat dirumuskan antara lain: Pertama, apa dasar 
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pertimbangan politik hukum terkait izin bagi mantan terpidana untuk 

memperoleh hak dipilih dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia? 

Kedua, bagaimana konsep politik yang mengatur partisipasi mantan 

terpidana dalam pemenuhan hak dipilih pada pemilihan kepala daerah di 

Indonesia ke depan? 

Penelitian dalam disertasi ini diterapkan dengan menggunakan 

metode hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, studi hukum 

umumnya dibagi menjadi dua jenis, yakni penelitian hukum normatif (legal 

research) dan penelitian hukum empiris (socio-legal research). Namun, 

pembagian ini tidak selalu diterima secara menyeluruh. Peter Mahmud 

Marzuki berpendapat bahwa dikotomi tersebut sebenarnya tidak terdapat 

dalam kerangka keilmuan hukum dan berpotensi menimbulkan 

kesalahpahaman, karena ilmu hukum bersifat preskriptif, berbeda dengan 

ilmu sosial yang bersifat deskriptif. 

Disertasi ini menganalisis bahwa Peraturan KPU Nomor 9 tahun 

2016 yang menghadirkan nilai keadilan hak dasar terpidana dengan 

melakukan pembatasan dan tidak mencabut. Hal demikian putusan 

Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai telah menyeimbangkan secara 

proporsional antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sekaligus 

untuk memenuhi kekosongan hukum. Keadaan tersebut berimplikasi 

langsung terhadap pemenuhan hak warga negara untuk dipilih dalam 

pemilihan umum, terutama bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan. 

Apabila situasi ini tidak diatur dengan baik, hal itu dapat menyebabkan 
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hilangnya hak pilih bagi individu yang berstatus terpidana karena kelalaian 

ringan (culpa levis), terpidana atas dasar politik, atau terpidana yang tidak 

menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, terpidana 

diwajibkan secara terbuka dan jujur menyampaikan kepada publik bahwa 

mereka sedang tidak menjalani hukuman di penjara. Oleh karena itu, 

pembentukan hukum serta pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 

2016 menjadi langkah strategis untuk menjamin hak dasar warga negara 

dalam pemilihan, dengan menunda proses pengujian sebagaimana 

mestinya agar hak dipilih tetap terlindungi.27 

Perbedaan penelitian dalam disertasi ini dengan penelitian milik 

peneliti yaitu perbedaan pada kedua karya ilmiah ini terletak pada objek, 

yakni pada disertasi ini objeknya adalah pembentukan hukum Peraturan 

KPU Nomor 9 tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 dan 

pelaksanaanya di Gorontalo yang mengesampingkan hierarki peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan skripsi peneliti menggunakan fokus 

penelitian pendekatan hukum normatif (Legal Research) merupakan studi 

dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa 

peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori 

hukum, dan pendapat para sarjana. 

2. Tesis yang ditulis oleh Diki Ramadhan Alfarisi tahun 2024 dalam tesis 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 

 
27 Darwin Botutihe, “Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Pasca Reformasi di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana)” (Disertasi, Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, 2024), 17. 
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“Judicial Review Syarat Umur Pencalonan Sebagai Kepala Daerah Dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024” isu hukum yang 

muncul dalam penelitian ini terkait dengan perintah Mahkamah Agung 

untuk merevisi Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 

2020, yang mengatur pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur 

serta walikota dan wakil walikota. Mahkamah Agung menilai ketentuan 

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam putusannya, MA menegaskan 

bahwa perhitungan batas usia minimum 30 tahun bagi calon gubernur dan 

wakil gubernur tidak dapat didasarkan pada waktu penetapan pasangan 

calon. 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini, 

rumusan masalah yang dapat dikembangkan meliputi: Pertama, bagaimana 

konstruksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 23P/HUM/2024 terkait persyaratan usia dalam pencalonan kepala 

daerah. Kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip siyasah tasyi’iyah 

dalam konteks pencalonan kepala daerah setelah Putusan MA Nomor 

23P/HUM/2024. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan 

pendekatan yuridis normati, yang memadukan pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Pendekatan 

konseptual dalam penelitian ini bersumber dari berbagai pandangan ilmiah 

di bidang hukum serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam literatur 
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hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 yang telah berkekuatan hukum 

tetap. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Putusan 

Mahkamah Agung terkait syarat usia calon kepala daerah memiliki dampak 

signifikan terhadap penegakan hukum, praktik demokrasi, serta 

perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Putusan ini memperlihatkan peran MA dalam menjaga konsistensi hierarki 

hukum dengan menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang agar sejalan dengan ketentuan undang-undang yang 

lebih tinggi. Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pemilihan Kepala Daerah.28  

Perbedaan penelitian dalam tesis ini dengan penelitian milik 

peneliti adalah perbedaan pada kedua karya ilmiah ini terletak pada 

pendekatan penelitian. yakni pada tesis ini pendekatan penelitian adalah 

normatif, pendekatan ini merujuk pada adapun penelitian yang peneliti 

sampaikan terhadap ilmu sosial yang bertujuan memahami dan mengalisa 

norma-norma. Adapun tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini agar 

lebih berfokus terhadap putusan MA Nomor 23P/HUM/2024. Skripsi ini 

memfokuskan penelitian pada pendekatan hukum normatif (legal research) 

 
28 Diki Ramadhan Alfarisi, “Judicial Review Syarat Umur Pencalonan Sebagai Kepala Daerah 

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024”  (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2024), 6. 
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yang menekankan pada kajian dokumen. Penelitian dilakukan dengan 

memanfaatkan berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-

undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, serta pendapat 

para pakar hukum. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Amar Muhtadin yang berjudul “Tinjauan Siyasah 

Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai 

Pejabat Publik” isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan 

dengan ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menetapkan bahwa pelamar 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus berusia minimal 18 tahun dan 

maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran. Terkait batas usia calon anggota 

legislatif di tingkat DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

mensyaratkan bahwa calon anggota legislatif wajib berstatus sebagai warga 

negara Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. 

Berdasarkan permasalahan pada penelitian tersebut, maka masalah 

yang dapat dirumuskan pada penelitian adalah Apa tujuan pembentuk 

undang-undang menetapkan syarat usia bagi calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah, Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengaturan 

syarat usia pencalonan kepala daerah sebagai pejabat publik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 

pendekatan konsptual (conceptual approach). Pendekatan perundangan, 

dalam konteks ini berfokus pada analisis seluruh peraturan perundang-
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undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang 

dikaji. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis dapat disimpulkan bahwa 

tinjaun fiqh siyasah dusturiyah, tidak ada angka konkrit yang disebutkan 

sebagai batas usia minimal untuk menjadi seorang pemimpin (Kepala 

Daerah), melainkan hanya terdapat syarat baligh yang menandakan bahwa 

sesorang telah mencapai usia dewasa. Pembatasan usia ini termasuk jenis 

maslahah al-ammah atau kemaslahatan umum yaitu, memelihara tujuan 

syari’at dan menarik manfaat atau menghindari mudharat yang meliputi 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam sejarah Islam 

umur 40 tahun menjadi pertimbangan dalam syarat usia pemimpin, 

dikarenakan Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun menjadi Rasullah 

SAW.29  

Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian milik 

peneliti adalah perbedaan pada kedua karya ilmiah ini terletak pada 

pendekatan penelitian. yakni pada skripsi ini pendekatan penelitian adalah 

pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sementara itu, skripsi ini 

menggunakan pendekatan hukum normatif (legal research) sebagai fokus 

penelitian, yang menitikberatkan pada studi dokumen. Penelitian ini 

memanfaatkan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, 

 
29 Amar Muhtadin, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala 

Daerah Sebagai Pejabat Publik” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024), 5. 
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putusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli 

hukum.  

4. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Akmaliyah tahun 2024 Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul 

“Manakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan 

Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 Perspektif Teori Tujuan Hukum 

Dan Siyasah Tasri’iyah” fokus penelitian tersebut adalah Mahkamah 

Agung memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tingkat Undang-

Undang. Kewenangan ini memberikan dasar bagi MA untuk 

menginstruksikan kepada pembentuk regulasi agar menghapus atau 

meniadakan konsekuensi hukum yang timbul dari peraturan yang 

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang. Mekanisme serta 

prosedur pengujian tersebut diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan ini kemudian 

diperjelas melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2011 mengenai Tata Cara Pengajuan Hak Uji Materiil. 

Berdasarkan fokus permasalahan hukum tersebut, rumusan masalah 

dalam penelitian ini meliputi: Pertama, bagaimana dasar pertimbangan 

hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 

mengenai batas usia calon kepala daerah dari perspektif teori tujuan hukum. 

Kedua, bagaimana tinjauan prinsip-prinsip siyasah tasyri’iyah terkait 

penetapan usia calon kepala daerah. 
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang 

memanfaatkan beberapa jenis pendekatan, yakni pendekatan terhadap 

peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), serta pendekatan berbasis kasus (case approach). 

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan alur 

penalaran deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis dapat disimpulkan bahwa 

dalam perspektif Siyasah Tasyri’iyah sendiri tidak ada patokan angka 

khusus mengenai batas usia pencalonan kepala daerah tetapi memuat 

beberapa kriteria yakni seorang pemimpin harus memiliki ilmu dan 

pengetahuan serta ahli, seorang pemimpin harus bersifat wara’i berusia 

baligh, berakal dan merdeka selain itu seorang pemimpin harus adil dan 

jujur. Dalam putusan Mahkamah Agung menitikberatkan terhadap 

permasalahan batas usia pencalonan kepala daerah tersebut.30 

Perbedaan antara penelitian dalam skripsi ini dan penelitian penulis 

terletak pada pendekatan yang digunakan. Pada skripsi tersebut, metode 

yang diterapkan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, 

pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Sementara itu, skripsi 

penulis berfokus pada penelitian hukum normatif (legal research) yang 

bertumpu pada studi dokumen, dengan memanfaatkan sumber bahan 

 
30 Dinda Akmaliyah, “Menakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan 

Mahkamah Agung NO.23/P/HUM/2024 Prespektif Teori Tujuan Hukum dan Siyasah Tasyri’iyah” 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 9. 
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hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori 

hukum, dan pandangan para ahli. 

5. Skripsi yang disusun oleh Irham Har pada tahun 2023 di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berjudul “Konstitusionalitas 

Calon Tunggal Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah” dalam 

penelitian yang dikaji mengenai pengaturan calon tunggal dalam Undang-

undang pemilihan kepala daerah pertama kali diatur dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang kemudian 

diadopsi dalam mekanisme pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan 

calon di Pasal 54C UU Nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas UU 

Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

Berdasarkan permasalahan pada penelitian tersebut, maka masalah 

yang dapat dirumuskan pada penelitian adalah; Bagaimana pengaturan 

calon tunggal dalam Undang-undang pemilihan kepala daerah, Bagaimana 

fungsi partai politik dalam melahirkan calon kepala daerah, Bagaimana 

konstitusionalitas calon tunggal kepala daerah dalam prinsip negara 

demokrasi konstitusionalitas. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, 

yaitu jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian penerapan kaidah atau 

norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan bersifat doktrinal, 

dengan memandang hukum sebagai ketentuan yang termuat dalam 

peraturan perundang-undangan. Analisis yang dilakukan terhadap struktur 
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dan sistematika hukum yang terdapat dalam berbagai ketentuan tertulis atau 

regulasi tertentu. 

Skripsi ini menganalisis mengenai isu terkait pasangan calon 

tunggal peserta pilkada tidak berhenti sampai disitu saja. Adapun sudah ada 

aturan hukum yang jelas tentang pilkada dengan hanya satu pasangan calon 

sebagai peserta, kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi tetap ada. Calon 

tunggal menandakan tidak ada kompetisi. Pada pilkada tahun 2015 ada tiga 

daerah dengan calon tunggal. Jumlah tersebut terus naik berturut-turut 

sembilan calon tunggal pada pilkada tahun 2017 dan 16 calon tunggal pada 

pilkada tahun 2018. Ditambah lagi pada penyelenggaraan pilkada serentak 

pada tahun 2020, tercatat ada 25 daerah dengan calon tunggal. 

Muncul kekhawatiran bahwa proses demokrasi yang diharapkan 

berjalan baik dalam pilkada serentak terhalang oleh pragmatisme politik. 

Partai poltik sebagai pihak yang memiliki kesempatan dan kekuatan untuk 

mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah enggan 

untuk memunculkan lebih banyak pasangan calon untuk berkompetisi. 

Partai politik enggan mengeluarkan tenaga dan ongkos untuk 

memperjuangkan calon kepala daerah yang tidak punya kans besar untuk 

menang.31 

Perbedaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian 

milik peneliti terletak pada jenis dan fokus penelitian. Skripsi ini 

 
31 Irham Har, “Konstitusionalitas Calon Tunggal Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala 

Daerah” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), 9. 
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menggunakan penelitian hukum normatif yang menitiberatkan pada 

analisis penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Penelitian 

milik peneliti juga menggunakan pendekatan hukum normatif (legal 

research), namun lebih menekankan pada studi dokumen dengan 

memanfaatkan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-

undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, serta pendapat 

para ahli hukum. 

Tabel 2.1: Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang 

Dilakukan 

No Nama, 

Tahun, 

Asal 

Universitas 

Judul dan Isu Hukum Metode 

Penelitian dan 

Pendekatan 

Penelitian 

Persamaan  Perbedaan 

1 Darwin 
Botutihe, 

2024, 
Universitas 
Islam 

Indonesia 
Yogyakarta, 

Disertasi 

Politik Hukum 
Pemenuhan Hak Dipilih 

Dalam Pemilihan 
Kepala Daerah Pasca 
Reformasi di Indonesia 

(Studi Pencalonan 
Mantan Terpidana). 

Isu hukum dalam 
penelitian ini adalah 
menganalisa bagaimana 

hukum secara adil 
dalam mengatur hak 

dipilih mantan terpidana 
dalam pilkada dalam 
kerangka negara hukum 

dan demokrasi pasca 
reformasi. 

Menggunakan 
metode hukum 

normatif. Dalam 
pandangan 
Soerjono 

Soekanto, 
penelitian hukum 

umumnya dibagi 
menjadi dua 
kategori, yaitu 

penelitian hukum 
normatif (legal 

research) dan 
penelitian hukum 
empiris (socio 

legal research). 
Pembagian 

tersebut tidak 
selalu diterima 
secara universal. 

Penelitian ini 
sama-sama 

menempatkan 
pengaturan 
syarat 

pencalonan 
kepala daerah 

sebagai isu 
sentral. 

Peneliti terdahulu 
berfokus 

pembentukan 
hukum Peraturan 
KPU Nomor 9 

tahun 2016 dan 
Peraturan KPU 

Nomor 20 tahun 
2018 dan 
pelaksanaanya di 

Gorontalo yang 
mengesampingkan 

hierarki peraturan 
perundang-
undangan. 

Sedangkan peneliti 
saat ini mengkaji 

berfokus pada 
fokus penelitian 
pendekatan hukum 

normatif (Legal 
Research) 

merupakan studi 
dokumen, yakni 
menggunakan 
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sumber bahan 
hukum yang berupa 

peraturan 
perundang-
undangan, 

keputusan atau 
ketetapan 

pengadilan, teori 
hukum, dan 
pendapat para 

sarjana. 

2 Diki 
Ramadhan 

Alfarisi, 
2024, 

Universitas 
Islam 
Negeri 

Sunan 
Kalijaga 

Yogyakarta, 
Tesis 

Judicial Review Syarat 
Umur Pencalonan 

Sebagai Kepala Daerah 
Dalam Putusan 

Mahkamah Agung 
Nomor 23P/HUM/2024. 
Isu hukum dalam 

penelitian ini adalah 
menganalisa penafsiran 

hukum oleh Mahkamah 
Agung menggunakan 
konstruksi hukum yang 

dinilai problematis 
secara yuridis dan 
politis karena membuka 

celah bagi elit politik 
tertentu. 

Penelitian ini 
menerapkan 

metode hukum 
dengan 

pendekatan 
yuridis normatif 
yang 

mengintegrasikan 
pendekatan 

perundang-
undangan, 
pendekatan 

konseptual, dan 
pendekatan studi 
kasus. Pendekatan 

konseptual 
digunakan dengan 

merujuk pada 
berbagai 
pandangan ilmiah 

dan doktrin 
hukum yang 

berkembang 
dalam literatur 
hukum. 

Pendekatan ini 
diterapkan untuk 

menganalisis 
Putusan 
Mahkamah 

Agung Nomor 
23P/HUM/2024 

yang telah 
memiliki 

Peneliti ini 
sama-sama 

menggunakan 
pendekatan 

yuridis normatif. 

Terdapat perbedaan 
dalam penggunaan 

teori, peneliti 
terdahulu 

menggunakan 
kajian teori 
pandangan siyasah 

tasyri’iyyah, 
sedangkan peneliti 

saat ini mengkaji 
masalah hukum 
menggunakan teori 

hukum murni. 
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kekuatan hukum 
tetap. 

 

3 Amar 
Muhtadin, 

2024, 
Universitas 
Islam 

Negeri Ar-
Raniry, 

Skripsi 

Tinjauan Siyasah 
Dusturiyah Terhadap 

Syarat Usia Pencalonan 
Kepala Daerah Sebagai 
Pejabat Publik.  

Isu hukum dalam 
penelitian ini adalah 

menganalisa keadilan 
dan rasionalitas dalam 
penetapan batas usia 

pencalonan kepala 
daerah dalam hukum 

positif, menilai bahwa 
dari sudut pandangan 
islam, syarat usia 

seharusnya disesuaikan 
dengan prinsip 

kemaslahatan umum 
dan kemampun. 

pendekatan 

yuridis normatif 

dengan 

pendekatan 

konsptual 

(conceptual 

approach). 

Pendekatan 

perundangan, 

dalam konteks ini 

berfokus pada 

analisis seluruh 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

terkait dengan 

permasalahan atau 

isu hukum yang 

sedang dikaji. 

 

Peneliti sama-
sama bertumpu 

pada bahan 
hukum primer, 
sekunder, dan 

tersier sebagai 
dasar analisis. 

Peneliti terdahulu 
mengkaji aspek 

filosofis dan 
normatif dari usai 
pencalonan dalam 

konteks hukum 
Islam. Peneliti saat 

ini mengkaji 
implikasi hukum 
dari putusan 

Mahkamah Agung 
dan Mahkamah 

Konstitusi.  
 

4 Dinda 
Akmaliyah, 

2024, 
Universitas 

Manakar Batas Usia 
Pencalonan Kepala 

Daerah Menurut 
Putusan Mahkamah 

Penelitian ini 
merupakan 

penelitian hukum 
normatif 

Peneliti sama-
sama 

menempatkan 
perlindungan 

Peneliti terdahulu 
berfokus pada 

pertimbangan 
hakim dalam 
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Islam 
Negeri 

Maulana 
Malik 
Ibrahim 

Malang, 
Skripsi  

Agung 
No.23/P/HUM/2024 

Perspektif Teori Tujuan 
Hukum Dan Siyasah 
Tasri’iyah. 

Isu hukum dalam 
penelitian ini adalah 

menganalisa dalam 
pandangan hukum islam 
tidak ada batas usia 

khusus yang rigid untuk 
menjadi pemimpin, 

asalkan telah memenuhi 
kriteria baligh, berakal, 
adil, jujur, dan memiliki 

ilmu serta kemampuan 
kepemimpinan. 

memanfaatkan 
jenis pendekatan, 

yakni pendekatan 
terhadap 
peraturan 

perundang-
undangan (statute 

approarch), 
pendekatan 
konseptual 

(conceptual 
approach), serta 

pendekatan 
berbasis kasus 
(case approach). 

 

hak politik 
warga negara 

sebagai nilai 
utama. 

Putusan Mahkamah 
Agung. Sedangkan 

peneliti saat ini 
mengaji berfokus 
pada putusan 

Mahkamah Agung 
dan Mahkamah 

Konstitusi. 

5 Irham Har, 

2023, 
Universitas 

Muhammad
iyah 
Sumatera 

Utara, 
Skripsi.  

Konstitusional calon 

tunggal dalam 
pemilihan kepala 

daerah. Fokus 
permasalahan dalam 
penelitian ini adalah 

menelaah apakah 
keberadaan calon 
tunggal pada pemilihan 

kepala daerah sejalan 
dengan prinsip-prinsip 

demokrasi serta 
ketentuan konstitusional 
yang berlaku di 

Indonesia. 
 

Penelitian ini 

menggunakan 
metode penelitian 

hukum normatif, 
yaitu jenis 
penelitian yang 

berfokus pada 
pengkajian 
penerapan kaidah 

atau norma dalam 
hukum positif. 

Pendekatan yang 
digunakan bersifat 
doktrinal, dengan 

memandang 
hukum sebagai 

ketentuan yang 
termuat dalam 
peraturan 

perundang-
undangan. 

Analisis yang 
dilakukan 
terhadap struktur 

dan sistematika 
hukum yang 

terdapat dalam 
berbagai 
ketentuan tertulis 

Peneliti sama-

sama mengakui 
pentingnya 

peran hakim 
dalam 
menafsirkan dan 

mengembangka
n hukum. 

Peneliti terdahulu 

berfokus mengkaji 
penerapan kaidah-

kaidah atau norma-
norma dalam 
hukum positif. 

Sedangkan peneliti 
saat ini mengkaji 
berfokus pada 

fokus penelitian 
pendekatan hukum 

normatif (Legal 
Research) 
merupakan studi 

dokumen, yakni 
menggunakan 

sumber bahan 
hukum yang berupa 
peraturan 

perundang-
undangan, 

keputusan atau 
ketetapan 
pengadilan, teori 

hukum, dan 
pendapat para 

sarjana. 
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atau regulasi 
tertentu. 

 

B. Kajian Teori dan Konseptual  

Kajian teori adalah bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang 

fungsi dan keinginannya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, 

posisi dan kedudukan kajian teori sangat penting dan pantang untuk 

ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini, dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian 

ini akan mengkomparasikan antara teori secara umum dan teori dari sudut 

pandang fiqh siyasah, beberapa kajian teori dan konseptual tersebut antara lain: 

1. Teori Hukum Murni 

Teori hukum murni adalah ilmu hukum (yurisprudensi), bukan 

politik hukum. Disebut teori hukum “murni” karena teori ini hanya 

menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan obyek penjelasannya dari 

segala hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Tujuan teori ini 

adalah membersihkan ilmu dari unsur-unsur asing.32 Hans Kelsen dalam 

teorinya berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan yang tegas antara 

hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya 

(das sein dan das sollen). 

Teori hukum murni menyajikan prinsip-prinsip sebagai fungsi 

tanpa kualitas, hukum sebagai identitas di luar politik, dan sistem hukum 

positif atau normatif. Hukum hanya perlu konsisten dengan sumbernya, 

 
32 Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Teori Umum tentang Hukum dan 

Negara. (Bandung: Nusa Media, 2019), 1. 
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yaitu, norma dasar, untuk menjadi hukum dan hanya kebetulan akan baik 

atau buruk. Hukum menciptakan dirinya dari norma dasar, dan tidak perlu 

justifikasi. Justifikasi atau motivasi adalah masalah politis agar tidak 

disamakan dengan persoalan hukum.33  

Teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini selajan 

dengan ajaran fiqh siyasah dusturiyah atau fiqh konstitusi yang 

memfokuskan pembahasan pada tata aturan pemerintahan islam secara 

normatif. Fiqh siyasah dusturiyah merupakan pemikiran politik islam yang 

membahas mengenai perundang-undangan negara.34 Fiqh siayasah 

dusturiyah menjelaskan struktur pemerintahan, aturan-aturan yang 

mendasari organisasi negara, dan cara pemerintah menjalankan 

kekuasaannya.  

Karena jika telaah pada awal mulainya konstitusi berupa pola 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang ditentukan oleh adat 

istiadat. Namun karena adat istiadat tidak tertulis, maka pemerintah banyak 

yang berlaku sewenang-wenang. Akibat dari itu, kemudian banyak rakyat 

yang memberontak sehingga selanjutnya melahirkan pemikiran untuk 

menciptakan undang-undang sebagai konstitusi tertulis sebagai pedoman 

dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah.35 

 

 

 
33 A’an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021), 132-133. 
34 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 177. 
35 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 198. 
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2. Teori Hierarki Perundang-Undangan (Stufenbau Theory) 

Hierarki Perundang-Undangan adalah sistem tata urutan hukum di 

Indonesia yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan 

hukum. Dalam sistem ini, aturan hukum memiliki tingkat keberlakuan yang 

berbeda-beda, dan aturan yang lebih tinggi mengatur aturan yang lebih 

rendah.36 Konsep atau teori hierarki peraturan perundang-undangan 

merupakan prinsip hukum yang menghendaki bahwa norma hukum dalam 

sebuah negara tersusun secara berjenjang dan dalam rantai validitas yang 

membentuk piramida hukum (stufent-theori). 

Teori hukum stufenbau dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang 

menjelaskan bahwa sistem hukum secara hierarkis seperti anak tangga, di 

mana norma hukum tingkat bawah harus merujuk pada norma hukum yang 

berada di tingkat lebih tinggi. Norma tertinggi, seperti konstitusi, pada 

gilirannya berlandaskan pada norma paling dasar (grundnorm). Grundnorm 

ini dapat berupa konstitusi tertulis maupun perintah otoritatif dari penguasa. 

Grundnorm diwujudkan melalui konstitusi yang berfungsi sebagai dasar 

hukum tertinggi.37 

Konstitusi dikonstruksikan sebagai kesepakatan tertinggi atau 

bahkan suatu kontrak sosial seluruh rakyat untuk dan dalam sistem 

ketatanegaraan.38 Konstitusi adalah norma hukum tertinggi dalam suatu 

 
36 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan 1, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 

2007), 69. 
37 M. Nur Fadli, Hans Kelsen: Positivisme Hukum, Grundnorm, dan Stufenbau Theory, 

(Makassar: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 78-85. 
38 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 113. 
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negara yang menjadi sumber dan dasar pembentukan peraturan perundang-

undangan. Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur 

hukum nasional, dan dalam menjalankan kekuasaan negara harus dijalankan 

dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh konstitusi.39 

Teori Stufenbau menekankan bahwa sistem hukum tidak terdiri dari 

aturan-aturan yang berdiri secara terpisah, melainkan tersusun dalam suatu 

struktur yang berlapis dan saling terkait secara hierarkis. Keberadaan norma 

tertinggi yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menjadi sumber legitimasi dan dasar keberlakuan bagi seluruh norma 

hukum di tingkat bawahnya. Struktur ini berjenjang menjamin adanya 

keteraturan, konsistensi, dan supremasi konstitusi dalam keseluruhan sistem 

hukum nasional. 

3. Teori Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari ilmu siyasah (politik) 

dalam kajian pemikiran politik islam yang secara khusus membahas tentang 

sistem ketatanegaraan dalam perspektif islam. Istilah siyasah berarti politik 

atau pengelolaan urusan umat, sedangkan dusturiyah berasal dari kata 

dustur yang berarti konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, 

siyasah dusturiyah dapat dimaknai sebagai politik ketatanegaraan yang 

berlandaskan pada nilai-nilai syariat islam.40  

 
39 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 14. 
40 Muhammad Zuhri, Politik Islam dan Negara: Telaah Teori Siyasah Dusturiyah, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 101.  
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Dalam sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah, terdapat konsep yang 

mirip dimana aturan tertinggi di dalam pemerintahan Islam haruslah 

bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Fiqh dusturiyah bersumber dari Al-

Qur’an dan Al-Hadits yaitu berupa ayat-ayat yang berhubungan dengan 

prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy, dan semangat 

ajaran Al-Qur’an.41  

Sumber keselarasan antara hierarki perundang-undangan dan fiqh 

siyasah dusturiyah terlihat pada prinsip yang sama mengenai hierarki 

hukum yang harus diikuti, di mana sumber hukum tertinggi menjadi acuan 

bagi hukum-hukum di bawahnya. Peraturan yang berada di bawahnya 

seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah tidak 

boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusi sebagai hukum dasar 

tertinggi. Prinsip ini dikenal dalam teori hukum sebagai asas lex superior 

derogate legi inferiori, yaitu norma hukum yang lebih tinggi 

mengesampingkan norma yang lebih rendah. 

4. Teori Hukum Progresif 

Terminologi hukum progresif sebagaimana dikonstruksikan oleh 

Satjipto Rahardjo merupakan manifestasi pemikiran yuridis yang 

mendobrak dominasi positivisme hukum yang telah lama mendikte cara 

pandang terhadap hukum di Indonesia. Profesor Rahardjo mengekspresikan 

keresahannya terhadap minimnya signifikansi epistemologi hukum dalam 

 
41 Muhammad Al-Bakri, Fiqh Siyasah Dusturiyah: Teori dan Praktik Pemerintahan dalam 

Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 45-52.  
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memberikan pencerahan intelektual bagi masyarakat Indonesia, terutama 

dalam upaya resolusi multidimensi krisis nasional, termasuk problematika 

di ranah yurisprudensi itu sendiri. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, 

beliau mengartikulasikan solusi konseptual melalui formulasi paradigma 

hukum progresif.42 

Hukum progresif pada hakikatnya mengandung makna adanya 

transformasi yang cepat serta pembaruan yang mendasar dalam ranah teori 

maupun praktik hukum. Selain itu, juga menekankan pentingnya inovasi 

dalam bidang yurisprudensi. Paradigma tersebut berakar pada prinsip utama 

bahwa hukum seharusnya hadir untuk melayani kepentingan manusia, 

bukan menjadikan manusia sebagai alat kepentingan hukum itu sendiri. 

Eksistensi hukum tidak bersifat otonom atau bertujuan pada dirinya sendiri, 

melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu 

menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, menciptakan kebahagian dan 

kesejahteraan masyarakat, serta membina nilai-nilai luhur dalam kehidupan 

sosial.43 

Pemikiran hukum progresif lahir sebagai respons kritis terhadap 

kelemahan-kelemahan sistem hukum modern yang cenderung bersifat 

birokratis serta masih dalam paradigma hukum liberal. Pandangan 

konvensional yang menyatakan bahwa ketertiban sosial hanya dapat 

diwujudkan melalui keberadaan lembaga-lembaga formal milik negara. 

 
42 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2007), 154. 
43 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, (Surakarta: 

Muhammadiyah Press University, 2004), 17. 
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Subtansi dari hukum progresif terletak pada orientasinya yang 

menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Sebaliknya, 

hukum progresif mengedepankan integrasi nilai-nilai moral dalam setiap 

institusi hukum. Oleh karena itu, gagasan ini perlu terus dikembangkan, 

baik dalam wacana akademik maupun dalam tatanan implementasi 

praktik.44 

Formulasi ini secara bersamaan menetapkan standar ideal yang perlu 

direalisasikan dalam praktik hukum. Konsekuensi logisnya, hukum 

dipahami sebagai entitas dinamis yang terus mengalami transformasi dan 

penyempurnaan dalam upaya mencapai idealitas tersebut. Karakteristik 

perkembangan berkelanjutan inilah yang merupakan intisari dari paradigma 

hukum progresif.  

5. Konsep Pemilihan Kepala Daerah 

Suatu negara yang ditata secara demokratis tidak dapat dikatakan 

demokratis apabila kepala daerahnya tidak dipilih secara bebas oleh 

rakyatnya sendiri.  Dalam pemilihan kepala daerah yang secara demokratis 

maka terpenting dalam pemilihan yang demokratis adalah pemilihan yang 

bebas dan adil. Bebas di sini adalah bebas untuk berbeda dalam memilih, 

tetapi tidak melanggar hukum, tanpa ada kekerasan atau kericuhan dan 

menjadi instrumen baik untuk penyerahan kekuasaan serta legitimasi, 

karena pemilihan yang tidak adil dan tidak jujur dapat menimbulkan 

 
44 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009), 2. 
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keraguan pada kemenangan seseorang yang menduduki jabatan di 

pemerintahan dan mengurangi kecakapannya dalam memerintah.45 

Pelaksanaan pemilihan umum dan khususnya pelaksanaan pilkada akan 

berlangsung dengan asas luber dan jurdil. Pelaksanaan pilkada harus 

berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. 

Pemilihan kepala daerah adalah salah satu sarana untuk 

mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Pilkada berfungsi 

sebagai mekanisme demokrasi yang memungkinkan masyarakat secara 

langsung menentukan kepala daerah dan wakilnya, baik pada provinsi 

maupun kabupaten/kota. Pilkada berperan sebagai wujud nyata 

desentralisasi politik yang memberikan kesempatan kepada rakyat daerah 

untuk menentukan pemimpinnya sendiri sesuai dengan aspirasi dan 

kebutuhan. Pelaksanaan pilkada yang demokratis sejalan dengan asas 

otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana ditegaskan dalam 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, di mana setiap 

daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.46 

6. Konsep Judicial Review di Mahkamah Agung 

Judicial review merupakan lembaga peradilan untuk menilai suatu 

norma hukum selaras dengan norma yang kedudukannya lebih tinggi. 

Mekanisme ini dalam sistem ketatanegaraan sebagai bentuk penjagaan 

 
45 Suratin Eko Supono, Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, (Yogyakarta: 

CV Andi Offset, 2023), 60-61. 
46 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah, dan Problematika, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015), 176. 
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terhadap supremasi konstitusi. Pelaksanaan judicial review tidak hanya 

menjadi tugas Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Agung melalui 

proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-

Undang terhadap Undang-Undang. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah 

Agung tersebut mencerminkan fungsi kekuasaan kehakiman dalam 

memastikan hukum diterapkan secara adil dan tetap berlandaskan 

konstitusi.47 Konsep ini tidak hanya dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, 

tetapi juga oleh Mahkamah Agung dalam kerangka pengujian peraturan 

perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. 

Peran Mahkamah Agung merupakan perwujudan dari fungsi yudisial 

dalam menegakkan hukum yang adil dan konstitusional.  

Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menjaga 

harmonisasi hierarki peraturan perundang-undangan yang dilandaskan 

pada asas legalitas dan asas kepastian hukum. Mahkamah Agung menguji 

legalitas formal dan material dari suatu peraturan yang diuji berdasarkan 

peraturan yang lebih tinggi, tanpa menyentuh konstitusionalitas yang 

menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ketika terjadi 

ketentuan batas usia calon kepala daerah dalam Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum, Mahkamah Agung melakukan uji formal terhadap 

Peraturan KPU tersebut apakah bertentangan dengan Undang-Undang 

sebagai peraturan yang lebih tinggi.48 

 
47 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 335. 
48 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 264-268. 
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Judicial review oleh Mahkamah Agung sering kali dinilai kurang 

optimal. Salah satu kritik utama adalah bahwa Mahkamah Agung 

cenderung bersifat pasif dalam menyikapi permohonan uji materiil, dan 

belum sepenuhnya mengembangkan pendekatan hermeneutika 

konstitusional dalam proses pengujian. Hal ini dengan keterbatasan akses 

publik terhadap putusan-putusan uji materiil serta tidak adanya mekanisme 

yang transparan dalam penyusunan argumentasi yuridis oleh hakim. 

Mahkamah Agung dalam praktiknya lebih menekankan pendekatan 

normatif positivistic dan belum menjangkau pada aspek keadilan substantif 

secara luas. 49Oleh karena itu, pembaruan dan penguatan kapasitas 

kelembagaan Mahkamah Agung dalam fungsi judicial review sangat 

diperlukan. Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan 

mengikat bagi pihak pembentuk peraturan. 

7. Konsep Judicial Review di Mahkamah Konstitusi 

Konsep judicial review merupakan manifestasi dari prinsip 

supremasi konstitusi dalam negara hukum modern. Secara teoritis, judicial 

review dapat dipahami sebagai proses pengujian norma hukum terhadap 

konstitusi oleh lembaga peradilan. Hal ini didasarkan pada pandangan 

bahwa konstitusi adalah norma hukum tertinggi (grundnorm) dalam sistem 

hukum nasional.50 Menurut Hans Kelsen, sebagai pelopor teori hukum 

 
49 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 77. 
50 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 

(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 47. 
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murni, sistem hukum tersusun secara hierarkis, dan semua peraturan 

perundang-undangan tunduk pada konstitusi. 

Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama 

dalam membangun constitutional democracy, di mana semua produk 

legislasi harus diuji berdasarkan nilai-nilai dasar konstitusi sebagai bentuk 

perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. MK menjadi 

instrumen checks and balances yang membatasi kewenangan pembentuk 

undang-undang agar tidak menyimpang dari prinsip konstitusional. 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial 

review memiliki pengaruh besar terhadap kualitas demokrasi. Melalui 

putusan-putusan yang dihasilkan, termasuk perkara mengenai batas usia 

calon kepala daerah, Mahkamah tidak hanya menjalankan fungsi yuridis, 

tetapi juga memainkan peran politik konstitusional guna memastikan 

praktik demokrasi berlangsung secara substansial, bukan hanya memenuhi 

prosedur formal. Judicial review menjadi mekanisme untuk menjamin 

bahwa peraturan perundang-undangan tidak hanya memenuhi syarat 

legalitas formal, melainkan mencerminkan keadilan dan sejalan dengan 

nilai-nilai konstitusi.51 

Tujuan utama pelaksanaan judicial review oleh Mahkamah 

Konstitusi adalah memastikan bahwa produk hukum nasional tetap sejalan 

dengan nilai-nilai dasar konstitusi, seperti prinsip demokrasi, hak asasi 

 
51 Saldi Isra, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Kontrol Kekuasaan Negara, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), 210. 
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manusia, dan supremasi hukum. Peran strategis ini berkonsekuensi pada 

terjaganya hak-hak konstitusional warga negara, penguatan mekanisme 

checks and balances, serta koreksi terhadap proses pembentukan Undang-

Undang yang bertentangan dengan konstitusi. Judicial review berperan 

dalam memastikan keadilan substantif, di mana setiap warga negara 

memiliki hak untuk mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang yang 

dianggap melanggar hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi berfungsi 

tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung 

utama hak-hak konstitusional warga negara. 

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan norma 

hukum yang keliru secara konstitusional dan pembentuk undang-undang 

tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Mekanisme ini menegaskan bahwa 

kekuasaan legislatif tidak absolut, melainkan harus diawasi dan dikontrol 

berdasarkan konstitusi. Judicial review berperan tidak hanya sebagai 

koreksi terhadap proses legislasi di masa depan lebih responsif, akuntabel, 

dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi serta negara hukum.52 Menurut 

pandangan Saldi Isra, bahwa judicial review oleh Mahkamah Konstitusi 

sebagai mekanisme fundamental untuk mencegah legislasi yang tidak 

demokratis dan memastikan hukum tetap berpijak pada prinsip keadilan 

konstitusional.   

  

 
52 Saldi Isra, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Kontrol Kekuasaan Negara, 224. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan 

hukum yang menitikberatkan pada kajian literatur dan analisis peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. 

Metode ini termasuk dalam kategori penelitian berbasis studi pustaka, di mana 

seluruh proses analisis difokuskan pada pengkajian mendalam terhadap bahan 

hukum primer maupun sekunder. Pendekatan tersebut bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu dan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dipahami sebagai perspektif atau sudut pandang 

yang digunakan peneliti untuk menentukan ruang lingkup kajian sehingga dapat 

menghasilkan penjelasan yang jelas dan terarah terhadap substansi karya 

ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tiga jenis pendekatan, yaitu 

pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual 

(Conseptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan peraturan perundang-undang (Statute Approach) 

dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai ketentuan hukum 

serta regulasi yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang menjadi 
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objek pembahasan.53 Peraturan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini 

meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Agung Nomor 

23 P/HUM/2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023, yang seluruhnya digunakan sebagai rujukan dalam 

menganalisis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 

2. Pendekatan Konseptual (Statute Approach) 

Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis bahan 

hukum dengan tujuan menelusuri serta memahami makna berbagai istilah 

yang menjadi fokus penelitian. Analisis ini didasarkan pada pandangan dan 

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang bersumber dari kamus 

hukum, literatur hukum, serta publikasi ilmiah, termasuk jurnal-jurnal 

hukum.54 Pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami konsep-

konsep dasar hukum dengan cara menelusuri pandangan dan doktrin yang 

dalam literatur hukum, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai isu yang di teliti. 

Pendekatan konseptual memiliki peranan penting untuk 

memberikan landasan teoritis penelitian hukum. Penggunaan doktrin dalam 

penelitian hukum dapat membantu peneliti untuk menemukan argumentasi 

akademik yang logis serta memberikan konsistensi dalam kerangka 

analisis. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian hukum tidak dilepaskan 

 
53 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media: Pasuruan, 

2021, 45. 
54 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2023), 177. 
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dari pemahaman konseptual yang kuat, karena tanpa analisis hukum akan 

kehilangan pijakan teoritisnya.55 

3. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menelaah 

perkara-perkara yang relevan dengan isu penelitian dan telah diputus oleh 

pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap.56 Melalui pendekatan 

ini, peneliti dapat memahami norma-norma hukum diterapkan dalam 

praktik melalui putusan-putusan tersebut, analisis yang awalnya hanya 

berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi lebih 

mendalam dan komprehensif. 

Peraturan perundang-undangan mengatur secara detail setiap 

permasalahan yang muncul, hakim harus melakukan penafsiran hukum. 

Putusan-putusan yang dihasilkan dari proses tersebut menjadi objek kajian 

yang signifikan dalam penelitian hukum, karena berpotensi membentuk 

judge made law yang turut mempengaruhi perkembangan hukum nasional.  

Putusan hakim memiliki nilai penting dalam pengembangan hukum, sebab 

dalam putusan terkandung pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis 

yang menjadi rujukan menghadapi kasus serupa.57 

  

 
55 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press) 45. 
56 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 158. 
57 Sudikmo Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

2009), 65. 
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C. Sumber Bahan Hukum  

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seseorang 

peneliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum 

normatif terdapat metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum 

empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini tergantung pada jenis bahan 

hukum yang digunakan. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian 

normatif:58 

1. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas 

dan bersifat mengikat. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-

undangan, risalah atau catatan resmi, keputusan pengadilan, serta berbagai 

dokumen resmi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga negara.59 Berikut 

merupakan bahan hukum dalam penelitian ini: 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1959); 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4316); 

 
58 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press), 59. 

https://digi-

lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8qCO9_uUAUqhJqdyUnP7ryV7949c7VegDGg9T2

DkQjSqd0H9X_WSZI_1683795592.pdf .  
59 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 59. 

https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8qCO9_uUAUqhJqdyUnP7ryV7949c7VegDGg9T2DkQjSqd0H9X_WSZI_1683795592.pdf
https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8qCO9_uUAUqhJqdyUnP7ryV7949c7VegDGg9T2DkQjSqd0H9X_WSZI_1683795592.pdf
https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8qCO9_uUAUqhJqdyUnP7ryV7949c7VegDGg9T2DkQjSqd0H9X_WSZI_1683795592.pdf
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c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5898); 

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);   

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 345); 

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang 

(RUU), hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.60  

 
60 Derita Prapti Rahayu and Sulaiman, Metode Penelitian Hukum, (Thafa Media: Yogyakarta, 

2020), 83. 
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3. Bahan Hukum Tersier, adalah sumber yang berfungsi memberikan arahan 

atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. 

Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus, ensiklopedia, dan karya 

referensi sejenis.61 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum adalah upaya untuk memperoleh informasi, 

data, dan fakta yang relevan guna menggambarkan objek penelitian. Penelitian 

ini, penelusuran dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan isu hukum yang dikaji, serta mengumpulkan referensi dari 

buku, jurnal, tesis, situs resmi lembaga pemerintah, dan sumber daring lainnya 

melalui metode studi kepustakaan (bibliography study). Studi kepustakaan 

menyediakan beragam informasi tertulis dari berbagai publikasi dan menjadi 

langkah krusial dalam pelaksanaan penelitian hukum normatif. 

Dalam pendekatan perundang-undangan (statute approach), teknik 

pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri berbagai peraturan 

dan regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang 

menjadi fokus penelitian. Pendekatan konseptual, bahan hukum yang 

dikumpulkan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur isu 

yang hendak dipecahkan melainkan literatur hukum, doktrin, dan pendapat para 

ahli yang memuat konsep-konsep relevan. Peneliti memanfaatkan peraturan 

maupun putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang dikaji, dan literatur 

 
61 Derita Prapti Rahayu and Sulaiman, Metode Penelitian Hukum, 84. 
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konseptual sebagai sumber rujukan utama.62 Pendekatan kasus (case approach), 

teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan 

mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dikaji. 

E. Analisis Bahan Hukum  

Salah satu langkah krusial dalam proses penelitian adalah proses analisis 

bahan hukum, melalui tahapan inilah jawaban atas rumusan masalah dapat 

ditemukan. Analisis dilakukan untuk menelusuri dan memeriksa secara 

konseptual makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum pada peraturan 

perundang-undangan, dan diterapkan dalam praktik maupun tercemin dalam 

putusan-putusan pengadilan.63 

Dalam suatu penelitian yuridis normatif, metode deduktif menjadi dasar 

utama dalam proses penarikan kesimpulan, metode induktif digunakan sebagai 

perlengkap dalam alur kerja penelitian. Analisis normatif pada dasarnya 

mengandung sumber-sumber kepustakaan sebagai bahan hukum utama yang 

digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan permasalahan yang diteliti. Model 

analisis normatif yang digunakan meliputi: 

1. Identifikasi fakta hukum, 

2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum, 

dilakukan pada perundang-undangan serta konsep negara hukum; 

3. Penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.64 

 
62 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 194-195. 
63 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media, 

2015), 19. 
64 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 143-145. 
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Dalam metode analisis ini juga memberikan argumentasi dari penelitian 

yang dilakukan. Tujuannya untuk memberikan penilaian pada norma hukum 

terhadap fakta hukum yang terjadi. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Fungsi Ketentuan Ambang Batas Usia Pencalonan Gubernur Pada 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 

1. Ratio Legis 

Ambang batas pencalonan adalah persyaratan minimal perolehan 

kursi di legislatif atau suara sah yang harus dimiliki partai politik atau 

gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah 

dalam pemilihan kepala daerah. Penganturan ini bertujuan untuk 

memastikan stabilitas politik dan kualitas calon yang di usung.65 

Pembahasan mengenai pengujian ambang batas usia minimal pencalonan 

pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan 

bahwa hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka. Ketentuan ini sejalan 

dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota 

dipilih secara demokratis dengan tata cara yang diatur melalui Undang-

undang. Sistem pemilihan kepala daerah secara demokratis dapat 

disesuaikan atau diubah oleh pembentuk Undang-undang sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Pembentukan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah 

pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kestabilan 

 
65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). 
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dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Landasan yuridis dan 

rasionalnya berpijak pada pemikiran bahwa keterbatasan jumlah pasangan 

calon berkompetisi akan meningkatkan peluang terbentuknya pemerintahan 

yang stabil, efisien, dan mudah dikonsolidasikan. Pengaturan ambang batas 

dirancang untuk menstimulasi terbentuknya koalisi antar partai politik, dan 

mampu menciptakan keseimbangan representasi kekuatan politik di tingkat 

lokal dan memperkuat pola multipartai sederhana.  

Ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan kebijakan 

hukum yang bersifat bertentangan. Pengaturannya bertujuan untuk menjaga 

stabilitas pemerintahan dan efisiensi sistem politik lokal dan penerapannya 

dapat menimbulkan pembatasan terhadang ruang partisipasi politik 

masyarakat secara lebih luas. Kebijakan mengenai ambang batas disertai 

dengan proses evaluasi yang berkelanjutan untuk pemberlakuan mekanisme 

alternatif bagi calon perseorangan agar prinsip keadilan dan kesetaraan 

elektoral tetap terjamin.66   

Pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan asas demokrasi 

konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis. Ketentuan ini menegaskan prinsip kedaulatan rakyat yang 

 
66 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Nusa Media, 2019), 212. 
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dijalankan melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung, bebas, 

jujur, dan adil. 

Salah satu syarat utama dalam pencalonan kepala daerah, khususnya 

gubernur dan wakil gubernur adalah batas usia minimum. Ketentuan ini 

memiliki peran dalam menjamin bahwa calon kepala daerah memiliki 

kedewasaan hukum, politik, dan administratif dalam menjalankan roda 

pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 

2024, isu mengenai batas usia calon kembali mencuat sebagai perdebatan 

publik dan persoalan hukum setelah Mahkamah Agung melalui putusan 

Nomor 23 P/HUM/2024 membatalkan ketentuan baru dalam PKPU yang 

mengatur syarat usia calon kepala daerah.   

Sistem pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) 

merupakan perjalanan politik yang panjang yang diwarnai tarik-menarik 

antara kepentingan elit politik dan kehendak nasional dan internasional. 

Berdasarkan sejarah pemerintahan Indonesia sejak proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 

merancang Undang-Undang Dasar yang didalamnya mengatur secara 

eksplisit tentang Pemerintahan Daerah.67 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah, setiap calon kepala daerah diwajibkan 

memenuhi kualifikasi, salah satunya berkaitan dengan batas usia minimum. 

 
67 Muhammad Andi Susilawan, Ikhsan, Dodi Haryono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia ”, Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol. 8, No. 2 (2014), 343. 
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Pengaturan usia bertujuan memastikan bahwa kandidat yang terpilih 

memiliki kapasitas pengetahuan, kecakapan memimpin, dan kedewasaan 

dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan negara dan 

masyarakat. Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 

2024, ketentuan mengenai usia calon kepala daerah dirumuskan guna 

membuka kesempatan yang proporsional bagi yang berpartisipasi sebagai 

pemimpin di tingkat daerah.68 Pada peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 10 Tahun 2024 terkait syarat usia calon kepala daerah memberikan 

kesempatan yang sama pada setiap orang yang ingin mencalonkan dirinya 

menjadi kepala daerah. 

Batas usia dewasa yang dianggap cakap hukum yang belum tuntas 

diperdebatkan oleh para ulama maupun oleh pemerintah Indonesia 

berdasarkan ketentuan mengenai usia dewasa, ada yang beranggapan usia 

dewasa berumur 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 21 (dua puluh satu) 

tahun. Dalam ketentuan pada Pasal 330 KUHPerdata menegaskan bahwa 

kriteria kedewasaan hukum ditentukan pada usia 21 tahun.69 Dewasa adalah 

kemampuan atau cakap bertindak dalam lalu lintas hukum atau dengan kata 

lain seseorang dikatakan dewasa yaitu seseorang yang sudah mencapai usia 

dua puluh satu tahun yang cakap dan bertanggung jawab. 

 
68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811).  
69 Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan 

Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 1 (Juni 2017), 77, 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3223 .   

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3223
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Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan pada hakikatnya berada pada 

rakyat dan pelaksanannya diselenggarakan berdasarkan konstitusi. 

Kedaulatan berada di tangan rakyat menunjukkan bahwa rakyatlah yang 

memegang kekuasaan, hak, dan kewajiban untuk menentukan pemimpin 

melalui mekanisme demokratis. Pemimpin tersebut diberi mandat untuk 

menjalankan pemerintahan demi mengurus serta memberikan pelayanan 

kepada seluruh masyarakat. Rakyat berperan memilih wakil-wakilnya untuk 

melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.70  

Pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus 

berlangsung secara demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 

(4) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan 

rakyat sebagai sumber legitimasi penyelenggaraan pemerintahan harus 

dijunjung tinggi. Demokrasi yang berlandaskan pada partisipasi rakyat, 

dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat menjadi 

fondasi utama yang wajib dipenuhi dalam setiap tahapan pemilihan kepala 

daerah. Pembentukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme 

pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan 

 
70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109). 
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proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi 

dan kepemimpinan.71 

Undang-undang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme, tata cara, dan 

ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia, baik 

di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.72 Pemilihan kepala daerah 

melibatkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung oleh 

rakyat di daerah masing-masing. 

2. Analisis Ambang Batas Usia Pencalonan Gubernur pada Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2024 Perspektif Hukum Murni 

Pandangan hukum murni (Pure Theory of Law) sebagaimana 

dirumuskan oleh Hans Kelsen, hukum sebagai suatu tatanan norma yang 

berdiri secara mandiri dan tidak bergantung pada faktor politik, moralitas, 

dan realitas sosial. Pengaturan mengenai ambang batas usia calon gubernur 

dalam pilkada 2024 merupakan bagian integral dari struktur norma hukum 

yang bertingkat, di mana keabsahan setiap ketentuan bergantung pada 

norma yang lebih tinggi. Landasan legitimasi pengaturan tersebut berawal 

dari norma dasar yang termuat dalam UUD 1945, kemudian diformulasikan 

dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan pada tingkat 

Undang-undang selanjutnya diperinci melalui regulasi teknis yang disusun 

 
71 Lahmuddin Zuhri, “Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik 

Norma dan Nilai Dalam Putusan MA dan Putusan MK”, Jurnal KNAPHTN, Vol. 2, No. 1 (2024), 

569. 
72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota, Pasal 1 Ayat (1). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5898). 
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dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana aturan 

pemilihan.73 

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di 

Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

undang selanjutnya disebut UU Pilkada yang di dalamnya mengatur 

berbagai ketentuan terkait penyelenggaraan Pilkada termasuk berbagai 

persyaratan yang ditetapkan bagi calon kepala daerah yang berpartisipasi 

dalam kontestasi Pilkada.74 

Syarat calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PKPU 

Nomor 9 Tahun 2015 merefleksikan komitmen hukum untuk menjaga 

kualitas demokrasi lokal. KPU sebagai penyelenggara pemilu diberikan 

kewenangan untuk menyusun peraturan pelaksanaan, namun tetap 

berpedoman pada norma Undang-Undang. Oleh karena itu, syarat 

administratif tersebut harus dipenuhi secara ketat oleh para calon sebagai 

bentuk tanggung jawab hukum dan etik dalam pencalonan. 

Ketentuan mengenai batas usia calon Gubernur tercantum Pasal 7 

ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mensyaratkan 

 
73 Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 24. 
74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  Walikota menjadi Undang-Undang, 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). 
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bahwa seorang calon gubernur harus berusia sekurang-kurangnya 30 tahun 

pada penetapan pasangan calon. Makna dari frasa “pada saat penetapan 

pasangan calon” menimbulkan perbedaan pandangan yuridis, sehingga 

memicu perdebatan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, 

terutama dalam penyelenggaraan pilkada 2024. Perdebatan tersebut muncul 

terdapat sejumlah bakal calon yang belum berusia 30 tahun ketika 

mendaftar, tetapi telah mencapai usia tersebut pada tahap penetapan calon 

oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.75 

Frasa tersebut menimbulkan multitafsir karena penetapan pasangan 

calon adalah tahap akhir dari proses verifikasi administrasi, bukan saat 

pendaftaran. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak 

setara bagi bakal calon yang pada saat pendaftaran sebenarnya telah 

memenuhi batas usia, namun belum mencapai usia yang dipersyaratkan 

ketika tahap penetapan pasangan calon. Hal tersebut bertentangan dengan 

prinsip equality before the law sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D 

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.76 Pengaturan mengenai syarat pencalonan 

harus mengedepankan asas keadilan elektoral dan kepastian hukum agar 

tidak menghalangi hak konstitusional warga negara untuk dipilih.  

Pengaturan mengenai batas usia calon Gubernur dalam pemilihan 

kepala daerah bertujuan untuk menjamin adanya kecakapan, kedewasaan, 

dan stabilitas kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahan daerah. 

 
75 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. 
76 Eny Kusdarini, “Politik Hukum Pemilu di Indonesia: Antara Keadilan dan Kepastian 

Hukum”, (Disertasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016), 189. 
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Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016, yang mensyaratkan calon Gubernur berusia minimal 30 tahun, 

dimaksudkan untuk menciptakan standar minimum usia sebagai indikator 

kedewasaan personal dan pengalaman sosial-politik calon kepala daerah. 

Dalam persyaratan usia merupakan bentuk legal policy dari pembentuk 

Undang-Undang untuk memastikan kualitas demokrasi elektoral pada 

daerah.77 Perspektif hukum murni, ketentuan mengenai ambang batas usia 

calon gubernur tidak diukur berdasarkan kriteria keadilan atau 

ketidakadilan, melainkan dinilai dari aspek keabsahan dan keberlakuannya 

dalam struktur norma hukum yang lebih tinggi dan aturan yang sah secara 

yuridis. 

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa 

penambahan frasa tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-

Undang, ketentuan tersebut dianggap tidak sejalan dengan regulasi pada 

tingkat yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 

mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, 

Mahkamah Agung membatalkan ketentuan yang memberikan pengecualian 

usia berdasarkan pengalaman jabatan elektoral.  

 

 

 

 
77 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 206. 
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B. Perbandingan Antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 

dan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia 

Calon Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Perspektif 

Teori Hukum Progresif 

Penyelenggaraan pilkada 2024, persoalan terkait batas usia minimum 

calon gubernur menjadi perhatian utama dan memunculkan perdebatan hukum, 

khususmya mengenai usia seharusnya dihitung serta memastikan perlakuan 

yang adil bagi calon yang berada pada ambang usia minimum. Pengaturan usia 

ini pada dasarnya dirancang untuk menjamin bahwa seorang calon kepala darah 

memiliki tingkat kematangan, pengalaman, dan kemampuan yang memadai 

untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Rasionalitas hukum 

dalam pengaturan tersebut harus selaras dengan norma yang lebih tinggi, 

sekaligus menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum. 

Perbedaan antara Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 terkait penentuan usia minimal 

calon kepala daerah. Undang-Undang menetapkan bahwa batas usia dihitung 

pada saat pendaftaran, PKPU menetapkan bahwa batas usia minimum harus 

dipenuhi pada tahapan penetapan pasangan calon. Ketidaksinkronan antara 

ketentuan dan aturan pada tingkat Undang-undang kemudian memicu pengujian 

melalui permohonan uji materiil di Mahkamah Agung, yang akhirnya diputus 

melalui Putusan Nomor 23P/HUM/2024. 

Mahkamah Agung membatalkan sebagian ketentuan dalam PKPU 

tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang. Mahkamah 
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menekankan bahwa pemenuhan batas usia minimum bagi calon kepala daerah 

wajib diukur pada tahap pendaftaran, bukan pada penetapan pasangan calon. 

Putusan ini merupakan penerapan asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu 

bahwa aturan yang kedudukannya lebih tinggi harus mengesampingkan aturan 

yang berada di bawahnya.78 

Melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi 

memberikan tafsir terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum, terutama berkenaan dengan pengaturan batas 

usia minimal bagi presiden maupun wakil presiden. Mahkamah menegaskan 

bahwa batas usia minimal dianggap terpenuhi apabila yang bersangkutan telah 

atau sedang memegang jabatan yang diperoleh melalui proses pemiliihan 

umum. Putusan ini secara tidak langsung menjadi rujukan perbandingan bagi 

isu yang serupa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yaitu fleksibilitas 

tafsir terhadap ambang batas usia dalam sistem pemilihan.  

Pertimbangan hukum mahkamah menyebut bahwa pembatasan usia 

harus ditafsirkan secara dinamis agar tidak menghambat partisipasi politik 

warga negara yang memenuhi syarat substantif. Putusan ini menunjukkan 

bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan teleologis yaitu 

menafsirkan norma berdasarkan tujuan pembentukan Undang-undang dan nilai 

demokrasi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023 memberikan landasan tafsir fleksibel bagi sistem pemilihan umum, 

 
78 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Pengujian 

PKPU Nomor 9 Tahun 2020. 
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termasuk pilkada. Mahkamah berperan sebagai penafsir konstitusi yang adaptif 

terhadap perkembangan nilai demokrasi dan hak politik warga negara.79  

Perbedaan kedua putusan tersebut mencerminkan perbedaan 

kewenangan konstitusional masing-masing lembaga. Dalam putusan 

Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, MA menyatakan batal sebagian 

ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 karena dinilai 

tidak selaras dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, khusunya 

mengenai pengaturan batas usia bagi calon kepala daerah yang menurut 

Undang-Undang harus dihitung pada saat pendaftaran, bukan ketika penetapan 

pasangan calon. Melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah 

Konstitusi memberikan penjabaran konstitusional baru terhadap Pasal 169 

huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur persyaratan usia 

dalam pemilihan umum. MK menafsirkan bahwa syarat oleh angka usia 

tertentu, tetapi dapat dianggap terpenuhi apabila calon tersebut telah atau 

sedang memegang jabatan publik yang diperoleh melalui pemilihan umum. 

Perbedaan pendekatan dan hasil putusan ini menegaskan antara peran MA 

dalam menguji peraturan di bawah Undang-Undang dengan kewenangan MK 

dalam menafsirkan norma konstitusional adalah sebagai berikut: 

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Mengenai Batas Usia 

Calon Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 

Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangannya yang 

diamanatkan dalam Pasal 24A UUD 1945 untuk melakukan pengujian 

 
79 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023. 
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materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, 

lembaga tersebut kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 23P/HUM/2024. 

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji 

materiil dan menegaskan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 

Nomor 9 Tahun 2020 yang menetapkan usia minimal 30 tahun bagi calon 

gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun bagi calon bupati, wakil bupati, 

walikota, atau wakil walikota yang dihitung sejak penetapan pasangan 

calon, dinyatakan tidak berlaku. 

Melalui petitumnya, pemohon memohon agar Mahkamah Agung 

menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai sebagai 

ketentuan mengenai pelantikan pasangan calon terpilih. selain itu, 

Pemohon juga meminta agar Termohon mencabut pasal tersebut dari 

peraturan PKPU. 

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 

menjadi landasan hukum penting dalam menetapkan batas usia calon 

kepala daerah. Keputusan ini memberikan interpretasi terhadap peraturan 

yang ada, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pemilihan Kepala Daerah. Putusan ini menegaskan bahwa batas 

usia calon kepala daerah harus dihitung sejak pelantikan, bukan saat 
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pendaftaran.80 Hal ini berdampak pada perluasan peluang bagi calon yang 

belum mencapai usia yang ditentukan pada saat pendaftaran, tetapi 

memenuhi syarat ketika dilantik.    

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 

merupakan perubahan keempat atas aturan pencalonan kepala daerah 

dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mengatur bahwa seorang warga negara 

Indonesia dapat dicalonkan sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, 

wakil bupati, walikota, atau wakil walikota apabila memenuhi syarat usia 

minimum. Batas usia yang ditetapkan adalah sekurang-kurangnya 30 tahun 

bagi calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun bagi calon bupati, 

wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang dihitung berdasarkan 

waktu penetapan pasangan calon.81 

PKPU tersebut menjadi objek judicial review melalui Putusan 

Nomor 23 P/HUM/2024, Mahkamah Agung menetapkan perubahan 

terhadap ketentuan syarat usia bagi calon kepala daerah yang sebelumnya 

diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yakni 

perubahan keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mengenai tata cara 

pencalonan gubernur, bupati, dan walikota beserta wakilnya. Regulasi 

tersebut, ditetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus 

 
80 Aliefya Dini Azzahra Soebagiyo, Khalid, “Analisis Putusan MA. NO 23P/HUM/2024 

Terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyah ”, Jurnal Hukum Lex 

Generalis, Vol. 6, No. 2 (2025), 10. 
81 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980). 
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berusia paling rendah 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, 

walikota, atau wakil walikota harus berusia minimal 25 tahun, dengan 

penghitungan usia didasarkan pada saat penetapan pasangan calon.  

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menetapkan 

bahwa syarat usia calon kepala daerah mengalami perubahan. Untuk calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur, usia minimal ditetapkan 30 tahun yang 

dihitung sejak pelantikan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur. 

Sedangkan bagi calon Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil 

Walikota usia minimal ditentukan 25 tahun dihitung sejak yang 

bersangkutan dilantik sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil 

Walikota.82 

Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 memunculkan perubahan 

terhadap norma yang berlaku, khususnya terkait penghitungan usia calon 

kepala daerah. Batas usia ditentukan berdasarkan umur pada saat penetapan 

pasangan calon, melalui putusan ini usia dihitung pada waktu pelantikan 

calon yang dinyatakan terpilih. Perubahan tersebut berdampak langsung 

pada penerapan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015, yang menetapkan syarat usia dalam proses pencalonan kepala 

daerah. 

Putusan Mahkamah Agung mengabulkan hak uji materiil yang 

dimohonkan oleh ketum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana terhadap atas 

 
82 Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. 
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Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mengenai 

pencalonan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 

wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota semula menetapkan bahwa 

usia minimum calon yakni 30 tahun bagi pasangan calon gubernur dan 

wakil gubernur serta 25 tahun bagi calon bupati/wakil bupati, dan 

walikota/wakil walikota dihitung berdasarkan umur pada saat penetapan 

pasangan calon. 

Setelah adanya Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, ketentuan 

tersebut mengalami perubahan. Batas usia calon tidak lagi ditentukan 

berdasarkan umur pada saat penetapan pasangan calon, melainkan harus 

telah terpenuhi pada waktu pelantikan calon yang dinyatakan: “berusia 

paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 

tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil 

Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”, Mahkamah 

Agung berpandangan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016. Implikasi dari putusan MA ini maka setiap orang 

boleh mengajukan diri menjadi calon kepala daerah ketika usia lebih dari 

30 tahun (untuk provinsi) dan 25 tahun (kabupaten/kota) saat pelantikan 

dilakukan, dan bukan saat penetapan pasangan calon.83 

Frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam Peraturan 

KPU Nomor 9 Tahun 2020 menjadi hal yang bertentangan oleh Partai 

Garuda. Karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memuat 

 
83 Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. 
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tambahan frasa terkait batas usia calon kepala daerah, Partai Garuda 

menilai bahwa ketentuan tersebut tidak selaras dengan prinsip kesetaraan 

di hadapan hukum, kesamaan peluang dalam pemerintahan, perlindungan 

terhadap tindakan diskriminatif, serta tidak memenuhi nilai kepastian 

hukum yang berkeadilan.84 

MA menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 

Nomor 9 Tahun 2020 mengenai persyaratan pencalonan gubernur, wakil 

gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota tidak sejalan 

dengan norma yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 

mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Aturan dalam PKPU 

tersebut dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

Menanggapi dalil-dalil permohonan Partai Garuda dalam uji 

materiil PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016, KPU Berpendapat bahwa pembentukan PKPU Nomor 9 

Tahun 2020 telah meliputi asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang baik, meliputi: 

a. Asas kejelasan tujuan; 

b. Kelembagan; 

c. Kesesuaian antara jenis; 

d. Hierarki; 

 
84 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 23 P/HUM/2024, 11-12. 
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e. Materi muatan; 

f. Kebermanfaatan; 

g. Kejelasan rumusan; dan 

h. Keterbukaan. 

Komisi Pemilihan Umum berargumen bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf 

e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan ruang kebijakan 

(legal policy) bagi KPU untuk menetapkan kapan syarat usia calon kepala 

daerah harus dipenuhi. Melalui aturan pelaksana Undang-undang tersebut, 

yaitu PKPU, KPU menetapkan bahwa batas usia minimal bagi calon kepala 

daerah maupun wakilnya dihitung pada saat penetapan pasangan calon. 

KPU menegaskan bahwa penyisipan frasa “sejak penetapan pasangan 

calon” tidak menimbulkan pertentangan dengan asas persamaan di hadapan 

hukum maupun prinsip kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan, 

karena asas-asas tersebut terkait dengan latar belakang personal, sedangkan 

usia termasuk dalam kategori latar belakang yang dimaksud. 

Mahkamah Agung menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum 

sebagai lembaga administratif tidak berwenang untuk menambah atau 

mengubah norma substantif yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. 

Mahkamah Agung dalam hal ini bersifat legalistik positivistic yakni 

menekankan bahwa norma hukum harus dibentuk oleh pembentuk 

Undang-Undang, bukan lembaga teknis seperti KPU. 

Mahkamah Agung menekankan bahwa kewenangan normatif KPU 

dibatasi oleh Undang-Undang. MA menerapkan pendekatan legalistik 
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positivistic yaitu menilai bahwa seluruh aturan yang mengikat warga 

negara harus bersumber dari Undang-Undang, bukan dari keputusan 

lembaga administratif. Pola argumentasi seperti ini sejalan dengan teori 

Hans Kelsen mengenai hierarki norma yang menempatkan Undang-

Undang sebagai norma yang lebih tinggi daripada peraturan pelaksana. 

Peraturan KPU harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang 

tanpa dapat menambah substansi baru.85 

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung menilai bahwa KPU 

telah melampaui kewenangannya apabila menetapkan norma yang tidak 

diperintahkan oleh Undang-Undang. Setiap tindakan KPU yang bersifat 

memperluas, menambah, atau mengubah muatan substantif dianggap 

bertentangan dengan prinsip legalitas serta melanggar batas kewenangan 

yang diberikan. Putusan Mahkamah Agung mempertegas bahwa 

pembentukan norma substantif pemilu harus tetap berada di tangan 

pembentuk Undang-Undang. 

Mahkamah Agung dalam putusannya menyetujui dalil permohonan 

pemohon tentang batas usia calon kepala daerah tersebut, selanjutnya MA 

memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan ketantuan 

Pasal 4 ayat (1) huruf d dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang 

merupakan perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 

karena ketentuan tersebut mengatur kembali persyaratan pencalonan kepala 

 
85 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, 

(Yogyakarta: Kanisius), 122. 
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daerah dan wakil kepala daerah yang dinilai tidak sejalan dengan peraturan 

perundang-undangan. KPU menerbitkan regulasi baru yang mengatur 

kembali ketentuan usia calon kepala daerah, termasuk perhitungan usia 

yang didasarkan pada waktu pelantikan. 

Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d 

PKPU Nomor 9 Tahun 2020 telah menetapkan syarat usia dengan cara yang 

tidak didasarkan pada mandat Undang-Undang, termasuk penghitungan 

usia sejak pelantikan calon kepala daerah. MA menilai ketentuan tersebut 

tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan asas legalitas serta 

hierarki norma yang bertentangan dengan prinsip pembentukan regulasi 

yang benar. MA mengabulkan dalil pemohon dan memerintahkan KPU 

untuk mencabut ketentuan tersebut. Argumentasi Mahkamah Agung 

sejalan dengan teori Hans Kelsen mengenai stufenbau theory yakni norma 

di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang di tingkat 

atas. 

Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pengaturan batas usia dan 

cara menghitung usia calon kepala daerah yang ditetapkan KPU tidak sah 

dan harus dicabut. Putusan ini membuka ruang bagi KPU untuk menyusun 

peraturan baru yang lebih selaras dengan ketentuan Undang-Undang, 

sehingga di masa mendatang standar batas usia calon kepala daerah harus 

diatur secara tepat tanpa melampaui kewenangan normatif. Putusan ini 
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mengembalikan kepastian hukum dan menjaga agar pembentukan norma 

pemilu tetap berada dalam koridor konstitusional.86  

Hakim anggota I, Cerah Bangun, menyampaikan pendapat berbeda 

(dissenting opinion). Menegaskan bahwa objek permohonan pengujian 

materiil adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 

2020, yang merupakan perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 

Tahun 2017 mengenai mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. Ketentuan ini menetapkan bahwa setiap warga negara 

Indonesia berhak mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, 

bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sepanjang memenuhi 

syarat usia, yakni 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 

25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota 

dengan perhitungan usia didasarkan pada penetapan pasangan calon.87  

Hakim Cerah Bangun berpegang pada pemahaman bahwa KPU 

berwenang untuk mengatur ketentuan mengenai pencalonan sepanjang 

tidak bertentangan langsung dengan Undang-Undang. Menilai bahwa 

penentuan batas usia sejak penetapan pasangan calon merupakan bagian 

dari pengaturan teknis penyelenggaraan pemilu dan tidak termasuk dalam 

ranah norma substantif yang memerlukan dasar Undang-Undang. Hakim 

Cerah Bangun beranggapan bahwa keberadaan ketentuan ini tidak 

melampaui hierarki norma dan tidak menimbulkan pelanggaran asas 

 
86 Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. 
87 Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, 63. 
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legalitas. Pendapatnya menunjukkan sikap berhati-hatian terhadap 

pembatalan norma teknis, mengingat asas presumption of validity yang 

menggangap peraturan administratif sah selama tidak terbukti bertentangan 

dengan Undang-Undang secara eksplisit.  

Frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dipandang 

sebagai unsur yang diperlukan untuk ketentuan dalam Undang-undang 

Pilkada, arah, tujuan, dan mekanisme pelaksanaannya menjadi lebih 

terdefinisi. Penambahan frasa tersebut juga tidak menimbulkan konflik 

dengan prinsip-prinsip dasar, seperti asas persamaan di hadapan hukum 

maupun jaminan perlindungan dari tindakan yang bersifat diskriminatif. 

Pemenuhan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan 

pemerintahan tidak berarti meniadakan persyaratan dan pembatasan yang 

secara logis diperlukan untuk jabatan tertentu. Standar dan kalimat yang 

singkat, jelas, dan lugas harus digunakan untuk menentukan batas waktu. 

Untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan keuntungan, 

pengaturan ini bekerja dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi 

hukum. Cerah Bangun berpendapat bahwa merujuk pada analisis 

hukumnya, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena ketentuan 

yang diuji dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang 

Pemilihan Kepala Daerah.88 

 
88 Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Kepala 

Daerah. 
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Prinsip Lex Superior Derogat Legi Inferiori menegaskan bahwa 

norma hukum yang tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan norma yang 

berada pada hierarki di bawahnya. MA memiliki kewenangan untuk 

menguji keabsahan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-

undang, termasuk PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Kewenangan tersebut 

sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, 

yang mewajibkan seluruh peraturan di bawah Undang-undang, termasuk 

PKPU untuk tidak bertentangan dan tetap konsisten dengan ketentuan pada 

tingkat yang lebih tinggi.89 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023  

Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2011 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa setiap putusan Mahkamah 

Konstitusi bersifat final dan langsung mengikat sejak diucapkan. Putusan 

tersebut otomatis berkekuatan hukum tetap (final and binding). Ketentuan 

terkait batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden sebagaimana 

diatur dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 diberlakukan. 

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji 

konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu pada dasarnya menegaskan bahwa batas usia minimal untuk 

dapat dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun. 

 
89 Arie Satio Rantjoko, “Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung Untuk Menguji Peraturan 

Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang di Indonesia”, Jurnal Rechtens, Vol. 3, No. 1 

(2014), 40. 
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Putusan tersebut Mahkamah menambahkan penafsiran bahwa individu yang 

pernah atau sedang memegang jabatan publik melalui proses pemilihan 

umum termasuk kepala daerah tetap diperbolehkan menjadi calon presiden 

atau wakil presiden meskipun belum mencapai usia 40 tahun. 

Putusan ini menegaskan adanya tafsir konstitusional baru 

(constitutional interpretation) yang menempatkan pengalaman elektoral 

dan kapasitas politik sebagai indikator kelayakan. Mahakamah Konstitusi 

menilai pembatasan usia tanpa mempertimbangkan pengalaman politik 

dapat melanggar prinsip kesetaraan (equality before the law) dan hak 

konstitusional untuk dipilih (right to be elected) sebagaimana dijamin dalam 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.90 

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 

terdapat pandangan yang berbeda antara hakim konstitusi dalam memutus 

perkara. Hal ini terlihat dari terdapatnya pendapat yang Concurring opinion 

dan Dissenting opinion dalam pengambilan keputusannya.  

Dalam pendefinisannya Concurring opinion berupa 

pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju 

dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara, namun 

memiliki alasan berdeda. Sedangkan Dissenting opinion dimaknai sebagai 

pendapat atau putusan hakim. Pendapat yang berbeda secara subtansif 

sehingga menghasilkan amar yang berbeda, yang merupakan produk 

 
90 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 

2010). 
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penafsiran hakim konstitusi yang keberadaannya memberikan jaminan 

bahwa suatu putusan lahir dari perdebatan yang futuristik.91  

Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah 

menggunakan berbagai pertimbangan hukum serta fakta-fakta yang relevan 

sebagai dasar pengujian. Argumentasi yang dibangun dalam putusan 

tersebut, sebagaimana terlihat pada Putusan Mahkamah Agung, 

menunjukkan bagaimana masing-masing lembaga peradilan menafsirkan 

norma untuk menentukan konstitusionalitas atas kesesuaian suatu aturan. 

Amar Putusan MK terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa ketentuan 

“berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kehilangan kekuatan 

hukum mengikat sepanjang tidak diberikan penafsiran “berusia paling 

rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang 

dipilih melalui pemilihan umum termasuk pelantikan kepala daerah”. 

Sebelumnya, ada beberapa putusan dengan objek gugatan yang sama 

diputus bersamaan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditolak 

oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini menyimpangi aspek kepastian hukum. 

Terlepas dari hal tersebut, ada beberapa kejanggalan yang peneliti temukan 

dalam pertimbangan hakim konstitusi, diantaranya yaitu:92  

 
91 Andrian Faridhi, Mexsasai Indra, “Pemilu dan Pilkada Dalam Kejutan Regulasi: Pasca 

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024”, Jurnal 

KNAPHTN, Vol. 2, No. 1 (2024), 8-9. 
92 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. 
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Pertama, mengenai kedudukan hukum pemohon (legal standing) 

MK menyatakan bahwa pemohon memiliki legal standing dalam perkara 

pengujian batas usia calon presiden dan wakil presiden, dan mengabulkan 

permohonan tersebut untuk sebagian. Pemohon dianggap telah menjelaskan 

kedudukan hukumnya dengan menunjukkan adanya kerugian konstitusional 

yang timbul akibat berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penilaian mengenai kedudukan 

hukum ini didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 

diubah dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara 

pengujian Undang-undang. 

Mahkamah Konstitusi menilai kedudukan hukum pemohon dengan 

menyimpulkan bahwa pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat 

diberlakukannya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu. Dalam pertimbangnnya, Mahkamah menegaskan bahwa 

terdapat hubungan kausal antara keberlakuan norma yang diuji dan potensi 

kerugian yang didalilkan pemohon, terlepas dari terbukti atau tidaknya 

inkonstitusionalitas norma tersebut. Pemohon dinyatakan memenuhi syarat 

kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.93  

Terkait dengan penentuan batas usia bagi pejabat publik yang dipilih 

melalui mekanisme pemilu, UUD 1945 tidak menetapkan usia minimum 

yang berlaku universal bagi seluruh jabatan yang diisi melalui proses 

 
93 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 21-23. 
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pemilihan umum. Penetapan batas usia tersebut menjadi kewenangan 

pembentuk Undang-Undang. Undang-Undang mengatur syarat usia 

minimum secara berbeda untuk tiap jabatan sesuai karakteristik dan jenis 

jabatannya. Khususnya dalam pengujian terkait batas usia calon kepala 

daerah, Mahkamah merujuk pada pertimbangan dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang disampaikan dalam sidang pleno 

terbuka pada 27 November 2007 yang menyatakan:94 

“bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan 

menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian 
secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh 
jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak 

mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi 
pertanyaan dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan 

usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil 
kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah, merupakan kebutuhan 

objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam 
hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan 

maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, 
sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun 
berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas 

pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 
1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai 

kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas 
pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan 
batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk 

mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap 
sebagai bagian dari kebijakan umum (legal policy) pembentuk 

Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum 
untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur 
secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-

undangan. Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk 
Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya suatu 

Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimum 
(maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat 
mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan 

 
94 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 32-33. 
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tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan 

perundang-undangan di bawahnya, hal demikian merupakan 
kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan 
dengan UUD 1945.” 

 

 Mahkamah turut menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka 

pada 11 Desember 2019, bahwa terkait ketentuan calon kepala daerah, 

Mahkamah sebelumnya telah memiliki pandangan sebagai berikut:95 

“demikian halnya pembentuk Undang-Undang berpendapat bahwa 

untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk Undang-
Undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan 

perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum itu, merupakan 
kewenangan pembentuk Undang-Undang. Mahkamah menegaskan 
perihal batas usia itu tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan 

diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah 
Undang-Undang untuk mengaturnya, hal itu tidak bertentangan 

dengan UUD 1945.” 
 

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan 

permohonan pemohon sebagian. MK menegaskan bahwa ketentuan dalam 

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, yang menetapkan usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan 

wakil presiden, dipandang oleh Mahkamah Konstitusi tidak selaras dengan 

prinsip-prinsip yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan hanya tetap berlaku apabila ditafsirkan sebagai “berusia paling 

rendah 40 tahun atau pernah/sedang memegang jabatan yang diperoleh 

melalui pemilihan umum, termasuk jabatan kepala daerah”.96 Pada putusan 

ini, dua hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh 

 
95 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 33.  
96 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 
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menyampaikan concurring opinion yaitu pendapat yang berbeda dalam 

alasan tetapi sejalan dengan amar putusan, sehingga pertimbangan hukum 

perkara tersebut. 

Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa penetapan batas usia bagi 

calon presiden dan wakil presiden merupakan aspek yang harus ditempatkan 

dalam konteks pengaturan konstitusional dan kebijakan hukum pembentuk 

Undang-Undang (open legal policy). Menurutnya, Mahkamah Konstitusi 

tidak semestinya menetapkan usia tertentu kecuali apabila terdapat 

pelanggaran yang nyata terhadap nilai moral, asas rasionalitas, atau  bentuk 

ketidakadilan yang tidak ditoleransi. Ia berpendapat bahwa persoalan 

konstitusionalitas batas usia bersifat lentur dan dapat disesuaikan oleh 

pembentuk Undang-Undang sesuai dinamika kebutuhan masyarakata.97 

Enny juga menekankan bahwa penilaian terhadap batas usia tidak boleh 

dilakukan sembarangan dan tidak dapat serta-merta dianggap bertentangan 

dengan konstitusi tanpa landasan argumentasi yang kuat. Penyisipan syarat 

alternatif berupa pengalaman menduduki jabatan yang diperoleh melalui 

mekanisme pemilihan umum dipandang sebagai langkah yang proposional 

untuk menyeimbangkan ketentuan usia dengan kebutuhan akan rekam jejak 

kepemimpinan dalam proses penjaringan calon pemimpin nasional. 

Hakim Daniel Yusmic P. Foekh, berpendapat bahwa apabila 

dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentan Penetapan 

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

 
97 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 59-60. 
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Walikota sebagaiman diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 

terdapat pembedaan batas usia antara calon gubernur dan calon bupati 

maupun walikota. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada 

mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia 

sekurang-kurangnya 30 tahun, calon bupati atau wakil bupati dan walikota 

atau wakil walikota berusia minimal 25 tahun. Menanggapi perbedaan 

tersebut, Mahkamah menekankan bahwa penetapan usia minimum 

merupakan kebutuhan objektif yang didasarkan pada karakteristik serta 

tuntutan jabatan yang berbeda pada tiap level pemerintahan daerah. 

Mahkamah menilai bahwa penentuan usia kelayakan untuk menduduki 

jabatan publik dapat diperbarui oleh pembentuk Undang-undang sesuai 

dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan sosial-politik yang 

berlangsung. 

Penegasan mengenai batas usia calon kembali ditegaskan dalam 

Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diumumkan dalam sidang 

terbuka pada 11 Desember 2019. Dikaitkan dengan regulasi sebelum 

berlakunya norma a quo, yaitu Pasal 6 huruf q Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, 

ketentuan usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden ditetapkan 

35 tahun. Sepanjang Undang-undang Pilkada masih berlaku sebagai hukum 

positif, batas usia dalam norma a quo dapat diterapkan selama tidak lebih 

rendah dari ketentuan 35 tahun tersebut dan tetap berada di atas usia 
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minimum bagi calon gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Pilkada.98 

Perbedaan pendapat tersebut penting untuk dicermati karena 

menggambarkan adanya keragaman pandangan di lembaga peradilan 

konstitusi. Setiap hakim memiliki sudut pandang dan pemahaman hukum 

yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut justru memperkaya dialog 

dan analisis dalam proses peradilan. Fenomena ini menegaskan bahwa teks 

konstitusi dan peraturan hukum kerap memberi ruang bagi berbagai bentuk 

penafsiran, dan terdapat satu tafsir yang dapat dianggap mutlak benar untuk 

semua situasi.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi 

bukti bahwa lembaga konstitusi mulai progresif terhadap syarat usia dalam 

pencalonan pejabat publik, dengan menambahkan syarat alternatif yaitu 

pengalaman sebagai kepala daerah. Hal ini untuk membuka preseden bahwa 

persyaratan usia seharusnya tidak menjadi penghalang mutlak terhadap 

warga negara untuk dipilih, terutama bagi calon yang memiliki legitimasi 

dan kompetensi yang terbukti di jabatan publik sebelumnya.99 

Putusan tersebut menegaskan bahwa usia minimum 40 tahun tetap 

diberlakukan, namun disertai dengan alternatif bagi individu yang memiliki 

pengalaman menjabat melalui mekanisme pemilihan umum. 

Konsekuensinya, pihak yang belum pernah atau tidak sedang menduduki 

 
98 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 83-84. 
99 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023. 
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jabatan seperti gubernur, bupati, atau walikota tidak dapat menggunakan 

ketentuan alternatif tersebut sebagai dasar pencalonan.  

Mahkamah memperluas interpretasi terhadap norma syarat usia 

minimal calon kepala daerah dengan memberikan alternatif lain, yaitu 

pengalaman sebagai kepala daerah, meskipun belum memenuhi batas usia 

40 tahun. Langkah ini mencerminkan keberanian Mahkamah Konstitusi 

dalam menafsirkan hukum tidak sekedar sebagai teks yang kaku, melainkan 

sebagai alat dinamis dan responsif terhadap aspirasi keadilan publik.  

Ketentuan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi diatura dalam 

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

menegaskan kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam sidang pleno 

yang terbuka untuk umum. Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa MK 

berwenang mengadili dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga 

negara yang kewenangannya ditetapkan oleh UUD 1945, dengan putusan 

yang bersifat final dan mengikat.100 

Mahkamah Konstitusi perlu mempertahankan keseimbangan antara 

konsistensi dalam melakukan penafsiran. Melalui titik keseimbangan 

tersebut, Mahkamah dapat menjamin bahwa hukum tetap stabil dan 

memberikan kepastian, tetap terbuka untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan sosial maupun politik yang terjadi di masyarakat.  

 
100 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 
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Sebagai guardian of the constitution, Mahkamah Konstitusi 

berperan menegakkan konstitusionalisme Indonesia. Dalam menjalankan 

fungsinya menjadi penyeimbang antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, 

sehingga sistem checks and balances dan mencegah munculnya dominasi 

satu kekuatan politik. Peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) 

UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi 

untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir dengan sifat 

putusan yang final, terutama dalam menjalankan fungsi pengujian Undang-

undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, 

memutus perkara pembubaran partai politi, serta mengesahkan hasil 

pemilihan umum. Melalui kewenangan judicial review, Mahkamah 

Konstitusi dapat mengoreksi arah kebijakan hukum dan politik nasional 

dengan membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang yang dinilai 

bertentangan dengan konstitusi.101  

Asas hukum yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi adalah 

lex superior derogat legi inferiori, yang bermakna bahwa norma hukum 

dengan kedudukan lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang berada di 

bawahnya apabila terjadi konflik. Prinsip ini meneguhkan adanya jenjang 

hierarki peraturan dalam sistem hukum nasional, aturan yang lebih rendah 

tidak dapat berlaku jika bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. 

Perbedaan antara Putusan MA dan MK pada dasarnya dapat dijelaskan serta 

 
101 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Pers, 

2005), 52. 
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diharmonisaikan melalui penerapan asas tersbut, dengan tetap 

memperhatikan prinsip-prinsip dalam teori stufenbau atau teori 

bertingkatnya norma hukum.102  

Dalam perspektif hukum progresif, perumusan norma ini perlu 

dianalisis lebih dalam, bukan hanya berdasarkan kepatuhan terhadap bunyi 

Undang-Undang, tetapi juga berdasarkan kepatuhan terhadap bunyi 

Undang-Undang, tetapi terhadap subtansi keadilan dan kebutuhan 

perubahan sosial. Hukum progresif adalah hukum yang berpihak kepada 

rakyat, bersifat antroposentris, dan menempatkan hukum sebagai alat untuk 

mewujudkan keadilan substansif, bukan sekedar ketaatan formal terhadap 

norma.103 Hukum progresif mendorong perubahan sosial dengan 

menempatkan hakim sebagai agent of change.  

Kepemimpinan politik tidaklah berbeda jauh. Seseorang yang telah 

melalui proses pendidikan politik, memiliki pengalaman organisasi, dan 

mendapat legitimasi dari rakyat melalui mekanisme demokrasi, sepatutnya 

diberi kesempatan yang sama terlepas dari usianya, selama menurut hukum 

dan konstitusi. Pembatasan usia yang kaku dapat berpotensi mencederai 

esensi demokrasi partisipatif. 

Konsepsi ini sejalan dengan teori hukum progresif yang 

dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam pandangan Rahardjo, hukum 

tidak boleh terjebak dalam positivism normatif yang mengabsolutkan bunyi 

 
102 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), 145. 
103 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, (Jakarta: Penerbit 

Kompas, 2006), 19-25. 
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pasal-pasal peraturan perundang-undangan, melainkan mampu 

menyuarakan nilai-nilai keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. 

Satjipto menegaskan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. 

Suatu norma hukum terbukti menghambat hak konstitusional warga negara 

untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, maka norma tersebut patut untuk 

dikoreksi melalui tafsir yang progresif.104 

Pemilihan kepala daerah tahun 2024 menjadi momen penting untuk 

menguji apakah hukum akan digunakan sebagai alat konservatif yang 

mempertahankan status quo, atau sebagai alat progresif yang mendorong 

transformasi sosial. Dalam kerangka hukum progresif, ketentuan batas usia 

semestinya ditafsirkan secara dinamis dan kontekstual. Tidak semestinya 

calon yang sudah berusia 30 tahun pada saat pelantikan ditolak karena 

belum memenuhi usia pada saat penetapan calon.  

Ketentuan mengenai batas usia bagi calon pemimpin pemerintahan 

daerah harus dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-

undangan agar tercipta tatanan yang tertib serta menjamin kepastian hukum. 

Prinsip kepastian hukum yang menjadi landasan utama dalam penyusunan 

regulasi memiliki peranan penting, yang berkaitan langsung dengan konsep 

negara hukum yang mensyaratkan adanya aturan yang jelas dan dapat 

dijadikan pedoman (asas legalitas). 

 
104 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan Rakyat, (Jakarta: 

Kompas, 2009). 
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Kelsen memandang bahwa keadilan tercermin dalam kepatuhan 

hukum yang berlaku. Suatu norma dianggap adil apabila norma tersebut 

diterapkan secara konsisten pada setiap peristiwa yang memang termasuk 

dalam ruang lingkup pengaturannya. Keadilan dalam arti legalitas adalah 

suatu kualitas yang berhubungan dengan isi atau materi hukum positif, 

melainkan dengan bagaimana hukum itu dilaksanakan. Keadilan berarti 

menjaga keberlakuan hukum positif melalui penerapannya secara tepat dan 

sejalan dengan prinsip-prinsip yang melandasi sistem hukum. Keadilan ini 

merupakan bentuk keadilan yang bersumber dari aturan hukum itu sendiri. 

Menurut Hans Kelsen, keadilan yang sebagai legalitas berkaitan dengan 

bagaimana suatu aturan dijalankan. Artinya, keadilan dalam perspektif ini 

bertumpu pada mekanisme berlakunya hukum dalam praktik. Pemaknaan 

pada pentingnya prosedur yang benar agar asas kepastian hukum tetap 

terjaga. Prinsip kepastian hukum mencerminkan keadilan prosedural yang 

menjadi prasyarat bagi tercapainya keadilan yang bersifat substansial.105 

Hukum positif pada dasarnya memiliki batasan tertentu, baik dari 

sisi ruang lingkup maupun waktu berlakunya. Oleh karena itu, ketika hukum 

menghadapi situasi terjadi kebuntuan dalam memenuhi tujuan keadilan, 

diperlukan pendekatan yang membuka ruang bagi pengecualian secara 

progresif. Dalam kerangka hukum progresif, penerapan aturan tidak hanya 

bersandar pada teks perundang-undangan, tetapi harus memperhatikan 

 
105 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu 

Hukum Empirik-Deskriptif, (Jakarta: Rimdi Press, 1955), 11-12. 
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aspek kemanusiaan seperti suara hati, empati, serta integritas. Pendekatan 

yang beriorientasi pada paradigma progresif ini menempatkan nilai-nilai 

dasar sebagai landasan utama, melampaui penalaran hukum yang kaku dan 

hanya berfokus pada prosedur. Melalui cara pandang ini, pengecualian 

dapat dijadikan jalan keluar ketika terdapat konflik norma yang 

menghambat terwujudnya tujuan utama hukum, yaitu kepastian dan 

keadilan. 

Hukum progresif adalah respons terhadap keterbatasan sistem 

hukum modern yang terlalu birokratis dan masih dikuasai oleh pola pikir 

hukum liberal. Gagasan ini dikembangkan sebagai bentuk kritik terhadap 

praktik penegakan hukum yang hanya berorientasi pada teks normatif, tanpa 

mempertimbangkan keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. 

Dalam kerangka hukum progresif, aparat penegak hukum didorong untuk 

tidak bersikap pasif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi aktif 

menafsirkan hukum secara kontekstual dan humanis.106 

Sebagai alternatif penyelesaian terhadap persoalan ketidakadilan 

hukum, pendekatan progresif dapat menjadi jalan keluar yang relevan. 

Pembentukan hukum di Indonesia tidak sepenuhnya merepresentasikan 

aspirasi keadilan masyarakat. Intervensi kekuasaan dalam proses legislasi 

hukum merupakan fenomena yang masih sering dijumpai. Hukum 

diarahkan untuk melayani kepentingan penguasa baik untuk 

 
106 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergaulatan Manusia 

dan Hukum, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), 123. 
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mempertahankan kekuasaan, memperoleh keuntungan pribadi, atau 

kenaikan jabatan. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai 

instrumen keadilan dan kemaslahatan umum. 

Teori hukum progresif berpijak pada gagasan bahwa hukum 

diciptakan untuk kepentingan manusia dan selalu berada dalam proses 

perkembangan. Penegak hukum tidak seharusnya terbatas pada pemahaman 

terhadap hukum positif semata, tetapi perlu mampu menafsirkan serta 

mengaktualisasikan nilai-nilai hukum yang berorientasi pada keadilan 

substantif. Keadilan yang dimaksud tidak hanya merujuk pada keadilan 

normatif sebagaimana tercantum dalam teks peraturan perundang-

undangan, melainkan keadilan yang benar-benar terwujud dan dapat 

dirasakan secara nyata oleh masyarakat.107 

Teori hukum progresif berlandaskan pada gagasan bahwa hukum 

diciptakan untuk melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia 

yang tunduk semata-mata pada hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum 

tidak seharusnya hanya berorientasi pada teks peraturan (law in books), 

melainkan mempertimbangkan realitas dan dinamika sosial yang terjadi 

(law in action). Dalam konteks ini, hakim maupun pembuat kebijakan 

diharapkan memiliki keberanian melakukan inovasi atau terobosan (rule 

breaking) apabila norma yang ada sudah tidak mampu lagi mewujudkan 

keadilan bagi masyarakat. 

 
107 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2010), 7. 
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Perbedaan penafsiran antara Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi mencerminkan perbedaan orientasi dalam memaknai fungsi 

hukum itu sendiri. Mahkamah Agung menempatkan hukum sebagai 

instrument kepastian dan pengendalian administratif, sementara Mahkamah 

Konstitusi memandang hukum sebagai sarana untuk menjamin keadilan 

substantif dan perluasan partisipasi politik warga negara. Dalam persepktif 

hukum progresif, perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat 

statis, melainkan terus bergerak mengikuti dinamika sosial dan kebutuhan 

keadilan masyarakat. Untuk memperjelas perbedaan pendekatan, orientasi, 

dan implikasi hukum dari kedua putusan tersebut, berikut table 

perbandingan sebagai dasar analisi lebih lanjut. 

Tabel 2.2: Perbandingan Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Gubernur 

No Aspek Perbandingan Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi 

1 Nomor putusan Putusan MA Nomor 
23P/HUM/2024 

Putusan MK Nomor 90/PUU-
XXI/2023 

2 Jenis Kewenangan Pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah Undang-
Undang (judicial review terhadap 
PKPU). 

Pengujian Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945. 

3 Obyek Yang Diuji Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 
Nomor 9 Tahun 2020. 

Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu. 

4 Isu Hukum Penentuan waktu pemenuhan batas 
usia calon gubernur. 

Konstitusionalitas batas usia 
minimum calon kepala daerah. 

5 Penafsiran Batas Usia Usia minimum calon gubernur 

dihitung pada saat pelantikan, 
bukan saat penetapan pasangan 

calon. 

Batas usia merupakan open legal 

policy pembentuk Undang-Undang. 

6 Pendekatan Penafsiran Legal-formal dan korektif 
terhadap peraturan administratif. 

Konstitusional, progresif, dan 
keadilan substantif. 

7 Pertimbangan Hakim PKPU tidak boleh menambah 

norma baru yang tidak 
diperintahkan Undang-Undang. 

Norma usia sah sepanjang tidak 

melanggar prinsip konstitusional. 
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8 Orientasi Nilai Kepastian hukum dan konsistensi 
hierarki perundang-undangan. 

Keadilan substantif, hak politik warga 
negara 

9 Implikasi Hukum Mengubah praktik KPU dalam 

menetapkan syarat usia 
pencalonan. 

Memperkuat diskresi pembentuk 

Undang-Undang dalam mengatur 
syarat usia. 

10 Karakter Putusan Bersifat korektif terhadap regulasi 

teknis. 

Bersifat normatif-konstitusional dan 

preseden. 

 

Berdasarkan tabel perbandingan antara Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

90/PUU-XXI/2023, bahwa perbedaan kedua putusan tersebut tidak hanya 

bersifat yuridis, tetapi mencerminkan perbedaan paradigma dalam 

memaknai fungsi hukum, peran hakim, dan tujuan hukum dalam sistem 

demokrasi konstitusional Indonesia. Perbedaan ini menjadi signifikan yang 

dianalisis melalui perspektif hukum progresif yang menempatkan hukum 

sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian 

normatif semata. 

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Sajipto Rahardjo 

menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara positivistic sebagai 

aturan yang final dan tertutup, melainkan harus diposisikan sebagai institusi 

yang hidup dan terus bergerak mengikut dinamika masyarakat. Dalam 

pandang ini, hakim tidak sekadar menjadi corong Undang-Undang, tetapi 

memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menggali nilai-nilai 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
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C. Analisis Mengenai Batas Usia Calon Gubernur Pasca Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah  

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 berawal dari 

permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah 

Undang-Undang yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh pihak yang 

merasa dirugikan haknya. Permohonan tersebut diajukan oleh Ahmad Ridha 

Sabana selaku Ketua Partai Garuda, yang bertindak sebagai pihak Pemohon. 

Sebagai partai politik yang memiliki status badan hukum publik, pemohon 

dinilai memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan judicial review, 

sebagimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009 tentang MA. 

Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 4 ayat (1) 

huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan perubahan keempat 

atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pencalonan dalam 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 

walikota dan wakil walikota, mengatur ketentuan terkait persyaratan calon 

kepala daerah berbunyi “berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil 

Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan 

Pasangan Calon”. Ketentuan tersebut dipandang tidak sejalan dengan Pasal 

7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menetapkan 

bahwa calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon bupati/wakil bupati 

dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
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memenuhi batas usia minimal yaitu 30 tahun untuk calon gubernur dan 

wakil, serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil 

walikota.  

Ahmad Ridha selaku pemohon menilai bahwa ketentuan Pasal 4 ayat 

(1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang menambahkan frasa 

“terhitung sejak penetapan pasangan calon”, dipandang tidak sejalan dengan 

Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-

undang tersebut menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah tanpa 

memberikan persyaratan tambahan sebagaiman dicantumkan dalam regulai 

KPU. Pemohon berpendapat bahwa penambahan frasa tersebut 

menimbulkan batasan baru terkait syarat usia minimal yang justru 

bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Mahkamah Agung 

kemudian menilai bahwa frasa “terhitung sejak penetapan Pasangan Calon” 

tidak sejalan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum, prinsip kesamaan 

kesempatan dalam pemerintahan, serta jaminan bebas dari tindakan 

diskriminatif, dan bertentangan dengan nilai kepastian hukum yang 

berkeadilan.108 

Rangkain tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 

menunjukkan adanya kemungkinan terpenuhinya penentuan usia minimal 

bagi calon kepala daerah seharusnya tidak dihitung pada saat penetapan 

pasangan calon, melainkan pada tahapan pelantikan, ketika calon tersebut 

 
108 Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Syarat Usia Calon Kepala 

Daerah, 11. 
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secara resmi menjalankan jabatan yang dipersyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan. Pemohon menilai bahwa panjangnya alur pencalonan 

mulai dari penetapan hingga pelantikan dapat menyebabkan usia calon terus 

bertambah selama proses tersebut. Rentang waktu yang cukup panjang ini 

membuka peluang perubahan usia yang dapat mempengaruhi pemenuhan 

syarat usia minimal. 

Pengaturan mengenai batas usia minimal bagi calon kepala daerah 

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 

menegaskan bahwa seorang calon gubernur wajib telah mencapai usia 

sekurang-kurangnya 30 tahun pada waktu penetapan pasangan calon oleh 

KPU. Ketentuan ini, dalam praktiknya telah menimbulkan perdebatan 

yuridis dan etik, terutama karena dinilai dapat menghalangi partisipasi 

politik generasi muda yang secara faktual telah menunjukkan kapasitas 

kepemimpinan yang memadai.109  

Pada 29 Mei 2024, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan 

dalam perkara Nomor 23 P/HUM/2024 yang berkaitan dengan penetapan 

batas usia minimal calon gubernur menjadi 30 tahun, dengan penghitungan 

usia dimulai sejak pelantikan. Dalam amar putusannya, MA menilai bahwa 

ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 

mengenai syarat pencalonan kepala daerah tidak selaras dengan pengaturan 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Regulasi KPU tersebut 

 
109 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). 
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sebelumnya mengatur bahwa usia minimal bagi calon gubernur dan wakil 

gubernur yakni 30 tahun serta bagi calon bupati atau wakil bupati dan 

walikota/wakil walikota yaitu 25 tahun dihitung sejak tanggal penetapan 

pasangan calon. 

Pertimbangan tersebut merujuk pada ketentuan konstitusional, 

khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menetapkan bahwa Gubernur, 

Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih melalui 

mekanisme demokratis. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin 

hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian 

hukum yang adil dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Pasal 28D 

ayat (3) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama 

untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. Pasal 28I ayat (2) 

UUD 1945 menegaskan larangan terhadap segala bentuk tindakan 

diskiminatif dan memastikan perlindungan bagi setiap orang dari perlakuan 

diskriminatif dalam bentuk apapun. 

MA berpendapat bahwa penetapan batas usia minima 30 tahun yang 

dihitung sejak penetapan pasangan calon mengandung potensi perlakuan 

diskriminatif serta dapat menghambat pemenuhan hak konstitusional warga 

negara untuk berpartisipasi sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah. 

Dalam analisi yuridis, Mahkamah menekankan pentingnya kepastian 

hukum dan perlindungan hak asasi manusi sebagaimana dijamin oleh Pasal 

28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Mahkamah menyimpulkan 
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bahwa penghitungan usia minimal calon kepala daerah seharusnya 

didasarkan pada usia calon pada saat pelantikan pasangan calon terpilih. 

Penetapan batas usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur dan 

wakil gubernur serta 25 tahun bagi calon bupati, wakil bupati, walikota, dan 

wakil walikota yang dihitung sejak penetapan pasangan calon pada dasarnya 

merupakan hasil penafsiran pemohon terhadap Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2016. Interpretasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan 

maksud dan kehendak pembentuk undang-undang, serta berpotensi 

membatasi ruang partisipasi politik generasi muda. Dalam pertimbangan 

hukumnya, MA menegaskan bahwa penghitungan usia calon kepala daerah 

dilakukan pada saat pelantikan pasangan calon terpilih. Pendekatan ini 

dianggap sejalan dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta jamiinan 

kesempatan yang setara dalam penyelenggaraan pilkada serentak. 

MA menetapkan perubahan terhadap ketentuan batas usia calon 

kepala daerah dengan menegaskan bahwa persyaratan usia minimal 30 

tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur tidak lagi dihitung sejak 

penetapan pasangan calon, melainkan pada saat pelantikan. Pasal 7 ayat (2) 

huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota tetap mempertahankan norma yang 

mengatur bahwa “calon gubernur dan calon wakil gubernur harus berusia 

paling rendah 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, dan wakil 

walikota harus berusia minimal 25 tahun”. 
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Kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan suatu krusial 

yang relevan untuk dikaji di segala zaman dan lingkungan sosial. Dalam 

kajian teologi islam, konsep al-imamah dipahami sebagai wakil Rasulullah 

SAW dalam urusan menegakkan syariat, yang mempunyai kedudukan wajib 

diikuti oleh umat islam secara kolektif. Setelah wafatnya Nabi Muhammad 

SAW, tidak terdapat penetapan satu figur tunggal sebagai pemimpin secara 

langsung oleh beliau, dan persoalan kepemimpinan kemudian diatur 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan consensus Masyarakat muslim. 

Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin umat dikenal 

dengan istilah khalifah, yang secara prinsip merupakan penerus fungsi 

kenabian dalam aspek sosial dan keagamaan setelah Nabi Muhammad 

SAW. Kedudukan khalifah saat itu mencerminkan institusi politik yang 

menjadi pusat pengaturan urusan umat islam secara menyeluruh, termasuk 

dalam bidang hukum dan pemerintahan. 

Kepemimpinan dalam islam tidak hanya terpaku pada satu istilah 

atau lembaga, tetapi mencakup berbagai bentuk terminologis seperti 

khalifah, imamah, sultan, dan mulk, yang semuanya berkaitan dengan 

pemangku kekuasaan atau figure pemimpin masyarakat muslim. Ketika 

institusi negara telah bergeser dari sistem khalifah klasik menjadi sistem 

negara nasional dengan struktur pemerintahan modern, terminologi 

kepemimpinan juga berubah sesuai dengan struktur negara masing-masing. 

Indonesia misalnya, pemimpin tertinggi negara disebut presiden, pemimpin 
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provinsi disebut gubernur, pemimpin daerah kabupaten disebut bupati, dan 

pada tingkat lokal dikenal sebagai kepala desa atau lurah.110 

Secara prinsip islam sebutan pemimpin tersebut dapat dirujuk 

Kembali ke konsep imamah, pada dasarnya fungsinya adalah sebagai 

otoritas yang memimpin umat dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara sesuai dengan tuntunan syariat. Istilah imamah secara 

terminologis makna kepemimpinan umum dalam masyarakat muslim, yang 

dalam praktik historisnya dibedakan dengan konsep kepemimpinan seperti 

imam dalam ibadah, maupun istilah-istilah administratif lain berkembang di 

berbagai konteks budaya dan politik muslim. 

Menurut imam al-mawardi, imamah atau kepemimpinan dalam 

islam merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh syariat. Kewajiban 

tersebut bersifat fardu kifayah, yang berarti apabila telah dilaksanakan oleh 

sebagian umat, maka gugurlah kewajiban tersebut dari umat islam secara 

keseluruhan. Pandangan ini menegaskan bahwa keberadaan pemimpin 

merupakan kebutuhan mendasar demi terpeliharanya keteraturan agama dan 

kehidupan sosial. 

Kewajiban untuk menaati pemimpin yang sah memiliki dasar 

normatif yang kuat dalam Al-Qur’an. Allah SWT memerintahan orang-

orang beriman untuk menaati Allah, Rasulullah SAW, dan para pemimpin 

di antara mereka, sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 59: 

 
110 Abdullah ad-dumaji, Konsep Kepemimpinan dalam Islam, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 

39. 
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ناَزَعْتُُْ  سُوْلَ وَإُولِ إلْْمَْرِ مِنْكُُْۚ فاَنِْ تَ َ وَإطَِيْعُوإ إلرَّ إلٰلَّٰ يْنَ إمَٰنُوْْٓإ إطَِيْعُوإ  ِ اَ إلََّّ يَُُّّ سُوْلِ إنِْ  يٰٰٰٓ ِ وَإلرَّ ءٍ فرَُدُّوْهُ إلَِ إلٰلَّٰ  فِِْ شََْ

إحَْسَنُ تأَْوِيلًْ  يَوْمِ إلْْخِٰرِۗ ذٰلَِِ خَيْرٌ وَّ ِ وَإلْ نتُُْْ تؤُْمِنُوْنَ بِِلٰلَّٰ  كُ
 
ࣖ  

Artinya: wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara 
kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah 

kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman 
kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) 

dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). 
 

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada umat 

islam untuk menaati-Nya, menaati Rasulullah SAW, serta menaati ulil amri. 

Perintah ketaatan kepada Rasulullah SAW bersifat mutlak dan tidak disertai 

syarat apapun. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perintah dan ketetapan 

Rasulullah SAW senantiasa sejalan dengan kehendak dan perintah Allah 

SWT, sehingga tidak mengandung kekeliruan atau bertentang dengan 

syariat. Terdapat perintah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan 

perintah Allah, maka kewajiban untuk menaati beliau tidak akan selaras 

dengan kewajiban taat kepada Allah SWT, yang pada akhirnya akan 

menimbulkan kontradiksi normatif dalam ajaran islam. 

 Ulil amri adalah para pemimpin atau pihak yang memiliki otoritas 

dalam mengatur dan mengurus urusan kaum muslim. Mereka Adalah 

individu atau kelompok yang diberi kewenangan untuk menangani 

persoalan-persoalan kemasyarakatan dan menjadi rujukan dalam 

pengambilan keputusan publik. Ulil amri mencakup penguasa atau 

pemegang kekuasaan pemerintahan, para ulama, dan pihak-pihak yang 

mewakili masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, dan 

keagamaan. Konsep ulil amri tidak terbatas pada satu bentuk kepemimpinan 
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formal semata, melainkan mencerminkan struktur otoritas yang memiliki 

legitimasi untuk mengatur kehidupan umat demi terwujudnya ketertiban, 

keadilan, dan kemaslahatan bersama.  

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang dalam hukum islam yang 

mengkaji secara komperehensif pengelolaan urusan umat dan 

penyelenggaraan negara melalui berbagai sistem hukum. Ruang linkup 

kajian fiqh siyasah, salah satunya mencakup siyasah qadha’iyyah, yaitu 

aspek yang mengatur pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan penegakan 

keadilan berdasarkan hukum Allah SWT. Siyasah qadha’iyyah berfungsi 

sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak 

masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dalam islam. 

Fungsi siyasah qadha’iyaah dapat dianalogikan dengan keberadaan 

Lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, yang memiliki 

kewenangan untuk menjaga konstitusionalitas hukum serta menjamin 

tegaknya keadilan. Keberadaan lembaga peradilan yang independent 

merupakan prasyarat penting bagi terciptanya sistem pemerintahan yang 

baik dan bersih (good and clean governance). 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kepatuhan dari 

seluruh elemen bangsa, baik aparatur pemerintah dan warga negara, 

terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. 

Ketaatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pemimpin atau penguasa dalam 

menetapkan suatu kebijakan telah melalui pertimbangan yang cermat dan 
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bertanggung jawab, sehingga kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip hukum islam serta tidak menimbulkan kemudaratan bagi 

umat. Kepatuhan terhadap hukum negara menjadi bagian integral dari 

Upaya menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan bersama. 

Pengaturan mengenai batas usia pencalonan kepala daerah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi objek kajian 

dalam perspektif hukum islam. Dalam kajian fiqh siyasah, tidak ditemukan 

ketentuan numerik yang secara tegas menetapkan batas usia minimal bagi 

seseorang untuk menduduki jabatan kepemimpinan, termasuk sebagai 

kepala daerah. Islam lebih menekankan pada terpenuhinya syarat baliqh, 

yang menandakan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan dan 

memiliki kapasitas hukum (ahliyah) untuk memikul tanggung jawab 

kepemimpinan.  

Abdul Mannan menegaskan bahwa dalam sistem hukum dan 

pemerintahan tidak boleh terdapat praktik diskriminasi, karena setiap 

individu pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara. Prinsip kesetaraan 

menegaskan bahwa pembatasan hak politik, termasuk melalui pengaturan 

usia, harus didasarkan pada pertimbangan rasional, objektif, dan 

berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan semata-mata pada 

pembatasan yang berpotensi menghilangkan hak konstitusional warga 

negara. Pengaturan batas usia dalam pemilihan kepala daerah dapat 

dipahami sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamiin 
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efektivitas pemerintahan, selama tetap selaras dengan prinsip keadilan dan 

non-diskriminasi sebagaimana diajarkan dalam islam dan dijamin dalam 

konstitusi. 111 

Pembatasan usia dalam pencalonan kepala daerah dapat 

dikategorikan sebagai bentuk maslahah al-‘ammah, yaitu kemaslahatan 

umum yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Pembatasan 

tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan individu atau kelompok 

tertentu, melainkan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang 

efektif, stabil, dan bertanggung jawab demi kepentingan publik.  

Imam Al-Ghazali, menjelaskan bahwa maslahah pada hakikatnya 

Adalah Upaya menjaga tujuan-tujuan utama syariat (maqashid al-shari’ah) 

serta merealisasikan manfaat dan mencegah kemudaratan. Tujuan syariat  

tersebut meliputi perlindungan terhadap agam (hifz al-din), jiwa (hifz al-

nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). 

Setiap kebijakan atau pengaturan hukum, termasuk pembatasan usia dalam 

jabatan publik, dapat dibenarkan secara syar’i sepanjang bertujuan untuk 

menjaga dan mewujudkan kelima aspek tersebut. 

Pembatasan usia dalam pemilihan kepala daerah sebagai instrument 

hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Selama pengaturan 

tersebut dirancang secara proposional dan tidak menimbulkan 

 
111 Abdul Mannan, Politik Hukum: Studi Perbandingan Praktek dalam Ketatanegaraan Islam 

dan Sistem Hukum Barat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 201. 
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ketidakadilan, maka kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip maqashid al-

shari’ah serta nilai-nilai keadilan yang menjadi fondasi hukum islam. 

Adapun kemaslahatan yang dicapai melalui pengaturan batas usia 

calon kepala daerah atau calon gubernur dapat dijelaskna melalui beberapa 

aspek: 

1. Penetapan batas usia dimaksudkan untuk menghilangkan potensi 

diskriminasi dengan cara menyeragamkan norma hukum dan 

kebijakan yang berlaku bagi seluruh warga negara. Adanya 

standar usia yang jelas, pembentuk Undang-Undang berupaya 

menciptakan kepastian hukum serta perlakuan yang setara bagi 

setiap individu yang hendak menggunakan hak politiknya; 

2. Dalam perspektif fiqh siyasah, ulil amri memiliki kewenangan 

untuk menetapkan produk hukum dan kebijakan publik 

sepanjang    ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat 

dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam. 

Kewenangan ini menjadi dasar legitimasi bagi negara dalam 

mengatur syarat-syarat jabatan publik, termasuk pembatasan 

usia, demi kepentingan bersama; 

3. Kepemimpinan menuntut adanya kapasitas, kedewasaan, dan 

kemampuan yang memadai karena berkaitan dengan 

pengelolaan komunitas yang luas dan kompleks. Unsur 

pengalaman, keahlian, dan ketokohan memiliki peran penting 

dalam membentuk kualitas kepemimpinan seseorang. Usia yang 
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relatif muda, sepeti 21 tahun dipandang belum cukup signifikan 

untuk menjamin terpenuhinya kualitas kepemimpinan tersebut, 

mengingat proses pembelajaran, pendewasaan, dan pematangan 

diri masih membutuhkan waktu yang cukup panjang; 

4. Pengaturan batas usia merupakan upaya untuk mewujudkan 

prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga 

negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan 

pemerintahan. 

Dalam perspektif hukum islam, persoalan kepemimpinan 

mensyaratkan terpenuhinya unsur baligh sebagai prasyarat dasar. Mayoritas 

ulama berpendapat bahwa seseorang dinyatakan baligh apabila laki-laki 

telah mengalami ihtilam dan bagi perempuan telah mengalami menstruasi. 

Baligh ditandai dengan pencapaian usia sekitar 15 tahun, baik bagi laki-laki 

maupun Perempuan. Batasan baligh tersebut lebih berkaitan dengan 

kecakapan hukum dasar (ahliyah) dan tidak serta-merta mencerminkan 

kemampuan untuk memikul tanggung jawab kepemimpinan dalam urusan 

pemerintahan.112

 
112 Hamzah Kamma, Fiqih Siyasah, (Sumatra Barat: Penerbit PT Mafy Media Literasi 

Indonesia, 2023), 7. 



 

106 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: 

1. Ketentuan ambang batas usia pencalonan gubernur dalam pemilihan 

kepala daerah tahun 2024 memiliki fungsi fundamental sebagai 

instrument hukum untuk menjamin kualitas kepemimpinan daerah 

melalui usia, pengalaman politik, dan kecakapan administratif calon 

kepala daerah. Pengaturan batas usia tidak semata-mata dimaksudkan 

sebagai pembatasan formal terhadap hak politik warga negara, 

melainkan sebagai mekanisme seleksi guna menjaga stabilitas 

pemerintahan daerah, legitimasi demokratis, serta kepastian hukum 

dalam proses pencalonan. 

2. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 memberikan perubahan 

signifikan terhadap pemaknaan syarat usia calon kepala daerah dalam 

penyelenggaraan Pilkada 2024. Mahkamah menegaskan bahwa 

pemenuhan usia minimal bagi calon gubernur dan wakil gubernur harus 

dihitung pada saat pelantikan, bukan pada saat penetapan pasangan 

calon sebagaimana sebelumnya diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 

2020. Calon yang belum mencapai usia yang dipersyaratkan pada tahap 

pencalonan namun telah memenuhinya pada waktu pelantikan tetap 

dinilai memenuhi ketentuan, selaras dengan pengaturan dalam Undang-
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Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di sisi lain, Putusan MK Nomor 

90/PUU-XXI/2023 memperluas pemaknaan syarat usia melalui 

pendekatan progresif dengan membuka ruang bagi individu yang 

memiliki rekam jejak politik tertentu meskipun belum mencapai batas 

usia minimal. Kedua putusan tersebut menunjukkan perbedaan arah 

pemikiran yakni Mahkamah Agung menekankan kepastian hukum serta 

prinsip kesetaraan, sedangkan Mahkamah Konstitusi menggunakan 

keadilan substantif dan adaptasi norma hukum terhadap dinamika 

demokrasi dan kebutuhan masyarakat.  

3. Mahkamah Agung melalui putusannya telah menafsirkan hukum secara 

dinamis dengan menempatkan keadilan substantif di atas kepatuhan 

formal terhadap norma perundang-undangan. Penetapan usia minimal 

30 tahun pada saat penetapan pasangan calon dinilai berpotensi 

membatasi hak politik warga negara untuk dipilih, sehingga 

bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan persamaan di 

hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28I 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pendekatan hukum progresif menegaskan bahwa hukum tidak 

semestinya dipahami sebagai teks yang kaku, melainkan sebagai 

instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kebutuhan 

masyarakat yang terus berkembang. Mahkamah Agung berperan 

sebagai agent of change untuk menghadirkan keadilan substantif 

dengan menafsirkan norma secara kontekstual dan humanis. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pembentuk Undang-undang 

Perlu dilakukan peninjauan kembali serta penyelarasan terkait 

pengaturan batas usia minimal bagi calon kepala daerah sebagaimana 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan 

tersebut semestinya disesuaikan dengan prinsip keadilan substantif serta 

perkembangan sosial dan politik, sehingga tidak menimbulkan 

pembatasan yang tidak perlu terhadap hak konstitusional warga negara 

untuk terlibat dalam proses pemerintahan. 

2. Bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 

Putusan pengadilan seharusnya tidak berhenti pada penafsiran 

normatif yang bersifat tekstual semata, perlu memperhatikan prinsip-

prinsip kemanusian, keadilan, serta jaminan atas hak-hak politik setiap 

warga negara. Pendekatan hermeneutika konstitusional yang responsif 

terhadap perkembangan masyarakat perlu diperkuat dalam setiap proses 

penegakan hukum. 

3. Bagi Komisi Pemilihan Umum 

Regulasi teknis, khususnya yang mengatur mekanisme pencalonan 

kepala daerah, perlu diselaraskan dengan Putusan MA Nomor 23 

P/HUM/2024. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan proses pemilihan umum, KPU harus memastikan bahwa 
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setiap ketentuan yang diterbitkan tidak menimbulkan penafsiran berbeda 

serta tetap menjamin asas kesetaraan dan kepastian hukum bagi seluruh 

peserta pencalonan. 
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BIODATA PENULIS 

 

A. DATA PRIBADI 

Nama : Gilang Gesang Pamungkas  

NIM : 221102030020 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Agama : Islam 

Alamat : Dusun Ketiron Rt. 001 Rw. 004, Desa Beji, 

Kecamatan Beji, Pasuruan 

No. Hp : 083117040788 

E-mail : gilang.pmukas@gmail.com  

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. TK. Dharma Wanita 3 Beji : 2008-2010 

2. SD. Negeri Beji 1  : 2010-2016 

3. SMP. Negeri 3 Bangil  : 2016-2019 

4. MAN. 1 Pasuruan  : 2019-2022 

5. UIN KHAS JEMBER  : 2022-Sekarang 

C. PENGALAMAN ORGANISASI 

1. UKOR UIN KHAS JEMBER Koordinator Bola Voli : 2024-2025 

2. Relawan Rumah Zakat Jember Koordinator Logistik : 2023-2024 

3. KOMPRES Anggota Kepengurusan Networking : 2024-2025 

4. LRDC Anggota     : 2024-2025 

5. PUSHPASI Koordinator Divisi Humas   : 2025 

mailto:gilang.pmukas@gmail.com

